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RINGKASAN

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapai oleh berbagai negara
termasuk Indonesia, salah satu penyebabnya adalah karena belum efektifnya
kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam penanggulangan
kemiskinan. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan model
atau kerangka hukum (legal framework} kebijakan dan regulasi yang efektif dalam
menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi NTB dalam mewu_]udkan
masyarakat miskin yang mandiri dan sejahtera. Secara khusus target yang ingin
dicapai yaitu mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam
penpentasan kemiskifan di wilayah pesisii dan linpkaf périwisata dan menyusuii
model kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang efektif dalam pengentasan
kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dan target yang diinginkan, maka metode penelitian
yang digunakan socio-legal research, yaitu menjelaskan permasalahan dengan
mengkaji kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait
untuk dianalisis dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat miskin di
wilayah pesisir dan lingkar pariwisata NTB. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dari responden; masyarakat miskin dan informan birokrat,
LSM, tokoh masyarakat, dan agamawan di lokasi penelitian serta data sekunder
bersumber dari kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, jurnal hasil
penelitian, buku dan dokumen tentang kemiskinan. Selanjutnya data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan, kemudian
dianalisis melalui penafsiran dan penemuan hukum serta secara deskriptif kualitatif
untuk mendapatkan suatn kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini, dilaksanakan
dalam kurun waktu 3 tahun, dengan fokus pada tahun pertama dilakukan analisis
efektifitas kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan ouiput
adanya identifikasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar
pariwisata dan artikel di jurnal akreditasi. Pada tahun kedua akan dilakukan
pemetaaan masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata dengan
output adanya blue print kebijakan pemetaan masalah kemiskinan dan artikel di
jurnal akreditasi. Selanjutnya pada tahun ketiga akan disusun model atau kerangka
hukum (legal framework) kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah
kemiskinan dalam bentuk naskah akademik dan draf raperda serta artikel yang akan
dipublikasi dalam jurnal internasional, sehingga secara keseluruhan hasilnya sangat
bermanfaat bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani masalah
kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Efektifitas pelaksanaan
kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi NTB dalam menyelesaikan
masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata, belum efektif dari
aspek hukum dan kebijakan. Kedua, Faktor yang menjadi akar masalah kemiskinan
di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata di NTB adalah tidak terintegrasinya
pelaksanaan pembangunan pariwisata dengan masyarakat di wilayah pesisir dan
lingkar pariwisata dan adanya budaya dan prilaku masyarakat yang kurang mampu
beradaptasi dengan perubahan dan dinamika pariwisata. Ketiga, model atau
kerangka hukum kebijakan Pemerintah Daerah yang responsif dalam menangani
masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata di NTB masih bersifat
parsial dan belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam kerangka

memberdayakan masyarakat pesisir dan lingkar pariwisata.



(i

Oleh karena itu, kedepan pemerintah daerah pertama, perlu melakukan
infegrasi  pelaksanaan pembangunan pariwisata dengan mengutamakan
pemberdayaan dan penyiapan masyarakat pesisir dan lingkar pariwisata secara
komprehensif dan berkelanjutan. Kedua, pemerintah daerah perlu segera menyusun
keranga hukum (legal framework) yang jelas dan responsif dalam memberdayakan
masyarakat pesisir dan lingkar pariwisata agar mampu keluar dari lingkaran
kemiskinan dan menjadi masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kemiskinan.
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PRAKATA

Alhamdulillahiurabbil 'aalamiin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa. Atas segala limpahan Rahman dan Rahim-
Nya, schingga Laporan Penelitian . ini dapat diselesaikan sampai tahap akhir.
Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad

SAW. - -
Kegiatan penelitian dengan judul: “MODEL PENGATURAN DAN

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Efektifitas Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir dan Lingkar
Pariwisata Propinsi NTB)” dilakukan dengan Dibiayai oleh Kementerian
Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DIPA Universitas
Mataram Tahun 2016.

Keglatan dengan tema kemlskman menjadi masalahi yang serius dan
kompleks-bapi bangsa Indotiesia saat ifii bahkan meénjadi nmiasatal selutub bangsa di
dunia dewasa, sehingga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan
permasalaban ini dan bangsa Indonesia sedang mencari model yang tepat untuk
menanganinya walaupun telah ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
namun belum mampu membawa bangsa ini keluar dari belenggu kemiskinan.
Kegiatan penelitian ini bukanlah sebuah deskripsi yang tuntas- dalam penyelesaian
masalah kemiskinan yang sangat kompleks kegiatan ini merupakan suatu langkah
awal dalam mencari model penyelesaian masalah kemiskinan sebagai bagian dari
ikhtiar bersama.

Melalui rubrik ini sepatutnyalah, kami mengucapkan terima kasih dan
hormat kepada:

1. Rektor Universitas Mataram

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram

4. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, maupun
materiil, sehingga kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan.

Dan akhimya, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk
perbaikan hasil kegiatan ini pada masa yang akan datang, Wallahualam bishawab.

Mataram, 9 Desember 2016

Tim Pelaksana
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BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan, serta mengangkat harkat dan martabat
manusia, salah satunya dengan mengurangi kemiskinan sebagai salah satu indikator
keberhasilan pembangunan. Secara filosofis arah dalam penanggulangan
kemiskinan tercermin jelas dalam titjuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum
serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu, dalam batang tubuh UUD 1945
antara lain ditegaskan kewajiban Nege{ra untuk mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuéi martabat kemanusiaan yakni, bahwa tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, negara dalam dalam hal ini
semua pihak, baik masyarakat sipil, pihak swasta maupun pemerintah, termasuk di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memikul kewajiban untuk menanggulangi
kemiskinan.

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan periunya
suatu strategi baru peﬁanggu]angh& kemiskinan yang lebih menyentuh' akar
permasalahan kemiskinan, Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan
sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai
obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah
pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan
dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam
memecahkan masalah kemiskiriah bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran
dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah
kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan
hak-hak dasar masyarakat miskin'.

' bokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2014
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Kontekstualisasi permasalahan kemiskinan dan strategi penanggulangannya,
pendalaman dan perluasan kemiskinan bukanlah sekedar akibat krisis ekonomi dan
politik semata. Melainkan, lebih merujuk pada pendekatan yang digunakan selama
ini oleh pemerintah. Strategi penanggulangan kemiskinan lebih disandarkan pada
sistem kebijakan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang terpusat
didominasi oleh dua pendekatan, yaitu': pertama, pendekatan pemenuhan konsumsi
per kapita (menggunakan garis kemiskinan secara makro). Sumber data diperoleh
melalui SUSENAS Biro Pusat Statistik (BPS); dan kedua, pendekatan yang berbasis
keluarga oleh BKKBN. Menurut pendekatan ini, satu keluarga yang lepas dar
delapan ciri rumah tangga miskin dapatlah disebut sebagai keluarga sejahtera.

Perbedaan pendekatan kebijakan Negara di atas, berpengarub pada
konseptualisasi dan implementasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat
sektoral. Karena itu, peningkatan jumlah penduduk miskin dapat saja terjadi
karena dua hal, yakni : pertama, tidak tersedianya basis data yang akurat untuk
dijadikan rujukan bagi semua pihak. Padahal akurasi basis data tersebut sangat
penting bagi kepastian dan ketepatan jumlah awal dan akhir angka kemiskinan
schingga dapat diketahui trendnya (pengurangan atau peningkatan); kedua,
perbedaan metode pendataan oleh masing-masing instansi mengakibatkan tidak
ada koordinasi antar pelakn sehingga terjadi tumpang-tindih program dan sasaran
kegiatan; bahkan dalam pelaksahaannya banyak dijumpai indikasi penyimpangan:

Berangkat dari sejumlah kelemahan program dan pendekatan
penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, maka dibutuhkan
sebuah transformasi pendekatan dalam memahami fenomena kemiskinan. Dengan
demikian, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu
dan sinergis. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan
berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dumia
ﬁsaha, lembaga swadaya maéy*arakat-, organisasi kemasyarakatan, maupun
masyarakat miskin sendiri. Hal ini dimaksudkan agar program penanggulangan
kemiskinan memberikan manfaat sebesar-besamya bagi perbaikan kondisi sosial,
ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan yang membelenggu negara-negara di dunia

termasuk Indonesia dewasa ini masih menjadi masalah serius yang akan dihadapi
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dan perlu dicarikan solusi secara komprehensif. Jumlah angka kemiskinan masih
tetap tinggi, berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2007 terdapat 109 juta jiwa
penduduk miskin yang ada di Indonesia, sementara menurut Badan Pusat Statistik
(BPS) bulan maret 2006 mencapai 39,30 juta orang, Maret 2007 sebanyak 37,17
juta orang, akhir 2008 30 juta ormé, tahun 2009 mencapai 32,53 juta orang, Maret
2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Kemudian, pada Maret 2011, jumlah
penduduk miskin di Indonesia berkurang menjadi 30,02 juta orang (12,49 persen)”.

Menurut perhitungan BPS, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi
49,5 juta jiwa (24,2%) pada tahun 1998, Data Susenas (2004) jumlah penduduk
miskin NTB tercatat sebesar 776.299 jiwa atau 23,18% dari total penduduk pada
tahun 1990. Angka ini terus menurun menjadi 653.026 atau 17,61% dari total
penduduk hingga tahun 1996. Akibat krisis ekonomi (1997/1998), jumlah
penduduk miskin di NTB mengalami peningkatan yang cukup besar, tetapi
kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun berikutnya. Jika proporsi
penduduk miskin sebesar 30,14% pada tahun 2001, maka angka ini turun
menjadi 25,29% (1,03 juta jiwa) pada tahun 2004 (Susenas,2004) dan 21,55%
atau 1,009 juta jiwa pada 2010%,

Bersadarkan data BPS jumlah penduduk miskin Tahun 2008 sebanyak
1.080.613, tahun 2009 sebanyak 1.050.948, dan pada tahun 2010 sebanyak
1.009.353 atan 21,55%", Kemudian tahun 2010—Maret 2011, angka kemiskinan di
NTB mengalami penurunan sebesar 1,82 persen. Tahun 2010 jumizh penduduk
miskin cii NTB sebesar 21,55 persen, sampai dengan Maret 2011 turun sebesar 1,82
persen atau setara dengan 114.582 orang, sehingga sekarang menjadi 19,73 persen.
Atau sama dengan 894.770 orang yang masih di bawah garis kemiskinan®, Tahun
2013, angka kemiskinan 17,25 % atau setara 815.501 jiwa, Tahun 2014 turun
menjadi 17,05%, Tahun 2015, 16,54% atau setara 802.287 jiwa dan pada tahun
2016 sebesar 16;48 % atau setara 804:440 jiwa

2 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Ammida S. Alisjahbana,
2011, hitp:iwww.antaranews.com/berita/270012/china-jadikan-indonesia-acuan-atasi-kemiskinan,

7/8/2011
* BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka.

4 s
Ibid.
5 Badrul Munir, 2011, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Hasil Data Harus
Valid dan Tetap di Validasi, http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=708, diakses 7 Agustus 2011.
6 Suara NTB, Sabtu 3 Desember 2015, Target Penurunan Kemiskinan Ambisius; Gubernur NTB

Optimis Capai Target, hal 1 dan 15,
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Berdasarkan hasil analisis pemerintah daerah Provinsi NTB ferdapat 4
(empat) kelompok masyarakat yang menjadi kantong kemiskinan yakni; masyarakat
miskin yang berada di perkotaan, mésyarakat miskin yang berada disekitar hutan,
masyarakat miskin yang berada difsekitar pesisir, dan masyarakat miskin yang
menjadi buruh tani’. Keempat kelompok ini sangat rentang, karena hampir semua
sangat dekat dengan sumber daya alam yang melimpah, sebagai contoh di daerah
pesisir sangat dekat dengan peréira"n dan- perikanan serta ditopang oleh adanya
industri pariwisata yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat sekitar.

Angka kemiskinan tersebut sebagian besar berada di wilayah pedesaan,
khususnya di wilayah pesisir dan lingkar pai'iwisata, suatu ironi di tengah gemerlap
dan gegap gempitanya kehidupan pariwisata di NTB tidak berbanding Iurus dengan
tingkat kesejahteraan masyarakat disekitamnya, hal ini dapat dilihat di daerah lingkar
pariwisata senggigi di Kabupaten: Lombok Barat, gili terawangan di Kabupaten
Lombok Utara, Pantai Ampenan di Kota Mataram, Pantai Tanjung Aan dan Kuta di
Kabupaten Lombok Tengah, demikian juga dengan di daerah pariwisata di pulau
Sumbawa, Dompu dan Bima.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka
kemiskinan, antara lain melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesechatan
dan pendidikan, peﬂuasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian
dana bergulir, pembangunan sarana dan' prasarand, dan' pendampingan melalui
berbagai program/proyek antara lain: PDM-DKE, IDT, P3DT, Program JPS, Dana
Konpensasi Kenaikan FHarga BBM, Jamkesmas, Raskin PNPM-Mandiri, maupun
melalui BLT dan lain-lain, namun angka kemiskinan itu masih tetap tinggi. Oleh
karena itu perlu dicarikan model kebijakan yang efektif untuk mengentaskan
masalah kemiskinan.

Permasalahan yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini adalah
difokuskan pada 3 (tiga) pertanyaadn mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
Provinsi NTB dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan

lingkar pariwisata?.

7 Ibid, hal 15.
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2. Faktor-faktor apakah yang menjadi akar masalah kemiskinan di wilayah pesisir
dan lingkar pariwisata di NTB?.
3. Bagaimana model atau kerangka hukum kebijakan Pemerintah Daerah yang
responsif dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar
.. pariwisata di NTB?. - -
B. Temuan/Inovasi Teknologi dan Rekayasa Sosial
Hasil penelitian ini diharapi{an dzipa’t"menghasilkan- tentuan/rekayasa sosial
masyarakat miskin, guna menyelesaikan masalah kemiskinan khususnya di wilayah
pesisir dan lingkar pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, sebagai
perwyjudan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang peningkatan Sumber
Daya Manusia khususnya di daerah secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan
masyarakat dan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan sejahtera serta
mampu berdaya: Séiﬁg’ di’ era globalisasi duriia internisioial Khususnya di- daerak
pesisir dan lingkar pariwisata.
C. Keterkaitan Topik Penelitian Unggulan dengan Payung Penelitian

Unggulan
Penelitian tentang model kebijakan pemerintah dalam penanggulangan

kemiskinan ini sangat terkait erat dan relevan dengan topik payung penelitian
Universitas Mataram, yakni pembangunan kawasan pulaul kecil berkelanjutan,
karena penelitian ini menfoku‘skan;pada k:ébij.zikan pemerintal daerah provinsi NTB

dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata.

Sebagaimana dimaklumi Provinsi NTB termasuk daerah kepulauan yang sebagian

besar adalah pulau kecil dengan potensi pariwisata yang mempesona dan menawan
bagi touris baik lokal maupun mancanegara yang memerlukan perhatian dan
pembangunan secara khusus terutama pembangunan sumberdaya manusia dan
sumberdaya lain secara berkelanjutan bahkan masyarakat pesisir menjadi garda
terdepan dalam menjaga pertahanan wilayah negara kesatuan. Indonesia. Penélitian
ini difokuskan pada tema pengentasan kemiskinan dengan topik unggulan
kesenjangan antara kebijakan dengan implementasinya, khususnya di wilayah

pesisir dan lingkaran pariwisata Provinsi NTB.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kemiskinan

Dalam Pasal 1 Rancangan Undang-Undang tentang Kemiskinan dijelaskan
bahwa; *Kemiskinan .adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok
orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat”. Sedangkan “Penanggulangan
kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk
memenuhi hak-hak dasar orang miskin”.

Beberapa Indikator Kemiskinan yang umum digunakan oleh pemerintah

 terkait dengan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar

dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini

- disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan setara 2100
kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan
dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996).

b. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari- sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran.

c. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).

d. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah
perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Untuk lebih jelasnya 14 Kriteria Masyarakat Miskin menurut Standar BPS
dapat diuraikan sebagai berikut yakni:®

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambuw/kayu murahan

8 (Baca Standar atau Kriteria Masyarakat Miskin Menurut BPS.
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10.
11.
12.
13.

14.

Jenis dinding tempat tinggal dari bambw/ rumbia/ kayun berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga

lain.
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air

hujan. ]
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak

tanah
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas laban
500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat
SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.
500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor,

atau barang modal lainnya.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan indikator yang hingga saat im

menjadi isu strategis baik ditingkat pusat maupun daerah. Millenium Development
Goals (MDGs) yang didekiarasikan oleh PBB pada tahun 2000 mengharapkan
seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015.

Adapun factor penyebab kemiskinan secara konseptual adalah sebagai berikut:

L.

|95

Ketidakberdayaan yaitu kelompok faktor yang berada di luar kendali masyarakat
miskin seperti ketersediaan lapangan kerja, tingkat harga, keamanan, peraturan
pemerintah.

Keterkucilan yaitu berkaitan dengan hambatan fisik dan non fisik dalam
mengakses kesempatan meningkatkan kesejahteraan seperti lokasi yang
terpencil, buruknya prasarana transportasi, kurangnya akses terhadap pendidikan,
kesehatan, irigasi, dan air bersih.

Kekurangan materi yaitu penyebab kemiskinan yang dominan, seperti tidak
memiliki rumah, tanah, modal kerja, dan rendahnya tingkat upah atau panen
yang rendah.

Kelemahan fisik yaitu kondisi kesehatan, kemampuan bekerja, kurang makan dan
gizi, masalahsanitasi.

Kerentanan yaitu mencerminkan ketidakstabilan atau guncangan yang dapat
menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan, sebagai contoh adalah Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), pekerjaan tidak tetap, bencana alam, dan berbagai

musibah lainnya.
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6. Sikap atau perilaku yaitu yang merupakan tanggung jawab orang miskin itu
sendiri (namun tidak sepenuhnya), misalnya kurangnya upaya untuk bekerja,
malas, tidak bisa mengatur uang, boros, berjudi, dan mabuk.

B. Akar Dan Penyebab Masaiah Kemiskinan
Sharp, mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi

ekonomi yaitu:

1. Dari sudut pandang mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan
pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang
timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah

terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah,
yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya
manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,
adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal’.

Kuncoro mengemukakan bahwa kefiga penyebab kemiskinan di atas
bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya
keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan
rendahnya produktivitas. Logika berpikir yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse,
ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: “a poor country
is poor because it is poor”'® (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Oscar Lewis menjelaskan ada tiga pendekatan yang menjelaskan mengenai
sebabssebab terjadinya kemiskiﬁaln; vaitu: “sysfem approach; decisio}zii}iaking
model dan structural approach. Berdasarkan pada pendekatan sistem (system
approach), akar kemiskinan lebih diakibatkan dengan adanya keterbatasan pada
aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi dan demografi. Kondisi kemiskinan yang
disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, dianggap lebih banyak menekan warga
masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman, sehingga perlu
dilakukan intervensi tertentu untuk meningkatkan kemampuan daya dukung
lingkungan alam melalui introduksi teknologi baru yang memiliki kemampuan dan
kapasitas lebih besar dalam mengekplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber

daya ekonomi, sehingga dapat tercapai surplus produksi serta dapat meningkatkan

9 Sham, dalam Kuncoro, M, Economica Pembangunan, Edisi ke 4 UPP-STIM, YKPPU,

Yogyakarta, 2006.
0 jbid.



r

41

15

nilai tambah hasil produksi, selain juga harus diupayakan untuk membangun dan
memperbaiki prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi publik yang
memungkinkan daerab yang bersangkutan menjadi terbuka, sehingga memudahkan
arus pertukaran barang dan jasa, serta diterapkannya program untuk mengerem laju
pertumbuhan penduduk”. .-
C. Cara Pandang Tentang Kemiskinan

Cara pandang tentang kemiskinan pada umumnya, dapat dipandang dart dus
sisi, yaitu kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah
pendekatan yang mengidentiﬁkasikari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan
nasional yang diterima oleh masing-masing golongan atau dengan kata lain
kemiskinan relatif adalah amat erat kaitannya dengan masalah distribusi
pendapatanu. : . :

Peiidekatan kemiskindh yarg dipétgunakan dalain SNPK (Stratégi Nasiorial
Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagal
kondisi di mana seseorang atan sekelompok orang, tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak
yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas’ ketidakmampuan ekonomi, tetapi
juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi sescorang

atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan

secara bermartabat.

D. Teori Tentang Kemiskinan
Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan,

literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan sosial menunjukkan dua
paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan: yakni paradigma

neoliberal dan demokrasi-sosial. Dua paradigma atau pandangan ini kemudian

% Oscar Lewis, Op.Cit.
2 Diadaptasi dari Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Strategi Nasional

Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Jakarta, 2005,
(Bab [I, halaman 9-13).
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menjadi cetak biru dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan

dan program-program anti kemiskinan" (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Teori Neo-liberal dan Demokrasi-Sosial tentang, Kemiskinan

Paradigma Neo-Liberal Demokrasi-sosial
o Landasan Teoritis Individual Struktural
Konsep dan Indikator | Kemiskinan Absolut Kemiskinan Relatif
Kemiskinan
Pényebab Kemiskinan: | Kelemahan dan-pilihan- Ketimpangan struktur

pilihan individu; lemahnya | ekonomt dan politik;
pengaturan pendapatan; ketidakadilan sosial

lemahnya kepribadian

(malas, pasrah, bodoh)
Strategi Penyaluran pendapatan Penyaluran pendapatan
Penanggulangan terhadap orang miskin dasar secara universal.
Kemiskinan secara selekfif. Perubahan fundamental

Memberi pelatihan dalam pola-pola

keteram-pilan pengelolaan | pendistribusian pendapatan
keuangan melalui inisiatif | melalui intervensi Negara
masyarakat dan LSM dan kebijakan sosial

Sumber: dikembangkan dari Cheyne, O’Brien dan Belgrave (1998:176)
Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas
Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen
penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu.” Para pendukung neo

Pl

liberal berargumen bahwa:

“kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh
kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan.
Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar
diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu sefinggi-
tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus
bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-
kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah
sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-
lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya'.

Teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan
individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan
dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok

-

tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Meskipun kaum demokrasi-

* ¥ Diadaptasi dari Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian
Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekefjaan Sosial, Refika Aditama: Bandung.
2005. SBab 10, halaman 138-148).
! Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72), dalam Suharto, Edi, /bid.
1% Shannon ,1991: Spicker, 1995; Cheyne. O'Brien dan Belgrave, 1998.
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sosial mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi
kapitalis sebagai evi/ yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih
dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya
saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih
berwajah manusiawi. “The welfare state acts as thc human face of carpn‘.cuhns'm”16
Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi penanggulangan kemiskinan
haruslah bersifat institusional. Jaminan-sosial,yang berbentuk pemberian tuzijéﬁgan‘
pendapatan atau dana pensiun, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat
menyediakan penghasilan dasar der.fgan mana orang akan memiliki kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Sebaliknya,
ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan karena

dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan

‘menentukan pxhhan—plhhannya

Kelentdlian paradigmid lama di atds mienutitut psrubahan pada fokus
Pengkajian kemiskinan, Kkhususnya menyangkut kerangka konseptual dan
metodologi pengukuran kemiskinan. -Paradigma demokrasi-sosial dapat dijadikan
dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma
baru yaﬁg lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial'®, Keberfungsian
sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam
melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada
mtinya menux.ljukl pada “kapabﬂités” individa, keluarga atau masyarakat dalam’
menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Baker, Dubois dan Miley

menjelaskan:

“keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan bahwa
manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya.
Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan
dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki danfatau dapat
mienjaitgkatl, memanfaatkan dan nictiobilisasi dsset dan sumiber-sumber yang

ada di sekitar dirinya,”

1 > Ibid, h. 79.
7 Ibid.

® ypid

 1bid.
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~ Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan
dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Pendekatan ini dapat
menjelaskan keluarga miskin merespon dan mengatasi penmasalahan sosial-
ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Ada empat poin yang diajukan
pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan: -

a. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara
statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan
kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannva, termasuk efektivitas
jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti
kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.

b. Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal melamkan
indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan
jaringan sosial yang ada di sekitarnya.

c. Konsep kemampuan sosial di pandang lebih lengkap dari pada konsep
pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.

d. Pengukuran kemampuan sosial keluarya miskin dapat difokuskan pada
beberapa key indicators yang mencakup kemampuan -keluarga miskin
memjiércléh mata pencaharian, mermeétiuhi kebiituhin désar, mengeldla dsset,
menjangkau sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan,
serta kemampuan .dalam menghadapi goncangan dan tekanan. Sedangkan
indikator kunci untuk mengukur jaringan sosiai dapat mencakup kemampuan
lembaga lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan. finansial),
‘menjalinkan peran atau fungsi utanianya, mengelola aset, menjangkau sumber,
berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan (misalnya apakah lembaga-
lembaga sosial yvang ada terlibat dalam program perlindungan sosial, jaring
pengaman sosial, asuransi kesejahteraan sosial) dan menghadapi goncangan
dan tekanan sosial (misalnya bagaimana _]armga.n sosial yang ada ketika
menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam)™,

E. Studi Pendahuluan dan Roadmap Penelitian

Dalam penelitian pendahuluan dan roadmap penelitian yang sudah dilakukan
oleh tim- peneliti di antaranya' adalah sébagai berikut: Pertama, tentang Aspek
Hukum Lingkungan dalam Penataan Ruang Kawasan Partwisata (Studi Eksplorafif
di Propinsi NTB), Tahun 1995, diperoleh hasil bahwa penataan lingkungan dan
ruang di daerah pariwisata belum dilakukan dengan baik dengan memperhatikan
kondisi masyarakat sekitar. Sehingga perlu kaidah-kaidah yang diatur melalui
mekanisme hukum agar terwujud kepastian hukum dalam pelaksanannya.

Kedua, penelitian ‘tentang Identifikasi Alternatif Usaha Ekonomi dan
Pembentukan Kelembagaan Lokal dalam rangka Penghapusan Kemiskinan di

20 Modul Diklat, SCBD-LAN dan Depariemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
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Pedesaan Pantai di Nusa Tenggara Barat, Kerjasama P3P Unram dan ADB, pada
tahun 2000, diperoleh hasil teridentifikasinya permasalahan kemiskinan dan
alternatif usaha usaha serta kelembagaan dalam penyelesaian masalah kemiskinan.
Ketiga, Penegakan hukum dalam rangka mengubah perilaku masyarakat di kawasan
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pada tahun 2002 diperoleh hasil bahwa prilaku
masyarakat pesisir memiliki kekhasan dan dalam penagakan hukum perlu dilakukan
secara arif dan bijaksana,

Keempat, terkait dengan Hukiim dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia di
Wilayah Pesisir dan Lautan, pada tahun 2005 diperoleh hasil bahwa hukum
memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di
wilayah pesisir dan lautan. Kelima, penelitian tentang Pendayagunaan Nilai-Nilai
Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Hutan {Studi Kasus Implementasi
Flutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat pada
tahun 2010 diperoleh hasil pentingn};a nilai kearifan Iokal dalam penyelesaian
sengketa hutan kemasyarakatan dan teridentifikasinya nilai-nilai kearifan Iokal
sebagai dasar dalam penyusunan regulasi peraturan daerah di Kabupaten Lombok
Barat. _

Keenam, penelitian tfentang Analisis Kritis Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Alternatif Model Penyelesaiannya
(Studi Penerapannya di Era Otonomi Daerah di Nusa Tenggara Barat), pada tahun
2010 diperoleh hasil: bahwa kebijakan pemerintah pusat dan' pemerintzh dagrah
belum mengatur secara khusus tentang penyelesaian masalah kemiskinan dan
kebijakan pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di NTB.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muhaimin, Gatot dan Sofwan
tahun 2009, dan tahun 2010) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan
pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sudah terbukti tidak efektif
untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
khususnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota
Mataram sebagai lokasi penelitian, hal ini disebabkan oleh karena belum
tersedianya regulasi dan kebijakan yang konfrehensif dalam menanggulangi
kemiskinan, pelaksanaan kebijakan yang keliru, kurangnya informasi identifikasi
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tentang akar masalah kemiskinan, penerapan kebijakan yang salah sasaran dan
belum adanya model penyelesaian kemiskinan yang komprehensif®'.

Ketujuh, penelitian tentang pemberdayaan zakat sebagai solusi masalah
kemiskinan juga diperoleh Muhaimin, tahun 2008 menemukan bahwa kebijakan
pemerintah dalam menangani kemiskiilan tidak efektif, dan masih efektif kebijakan
yang dilakukan oleh lembaga zakat seperti BAZDA di Lombok Timur dan DASI
NTB.

Penelitian yang direncanakan dalam usulan penelitian tahun 2016 ini
dilakukan di wilayah pesisir dan Iinglz{ar pariwisata di daerah Kabupaten Lombok
Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram
untuk menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang
penanganan masalah kemiskinan dan mengidentifikasi serta memetakan
permasalahan kemiskinan di w11ayah pesisir dan lingkar pariwisata NTB. Pada
tahun 2017, akan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima dengan fokus masih dilanjutkan pada
identifikasi .dan pemetaan masalah kemiskinan di daerah pesisir dan lingkar
pariwisata. Pada tahun 2018, akan dilakukan di Kabupaten Bima dan Dompu serta
dilakukan penyusunan model Draf Kebijakan dan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Penyelesaian masalah Kemiskinan di Provinsi NTB.

Setelah penelitian ini selesai, kemudian hasilnya diarahkan untuk
menyusun- model peraturan daerah dan kebijakan' Pemerintah Daerah dalain-
penyelesaian masalah kemiskinan dalam benfuk Naskah Akademis dan Draf
Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi NTB tentang Penyelesaian
Kemiskinan, sehingga menjadi dasar dan model bagi pemerintah daerah dalam

menyelesaikan masalah kemiskinan secara komprehensif di wilayah pesisir dan

lingkar pariwisata.

2! Muhaimin. Gatot DH Wibowo dan Sofwan, Analisis Kritis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintat
tentang Penanggulangan Kemiskinan (Sfudi Pelaksanaannya di Era Ofonomi Daerah doi NTB).

Laporan Penelitian Stratnas, 2010.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Perinasalahan kemiskinan tetap menjadi masalah yang serius dan masalah

yang sangat penting untuk dicarikan solusinya baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang. Sampai saat ini belum ada satu institusi yang dapat
menjelaskan secara akurat tentang jumlah masyarakat kemiskinan, dengan adanya
data yang akurat merupakan titik tofak yang efektif untuk mengidentifikasi dan
mengetahui akar masalah kemiskinan, sehingga memudahkan dalam menyusun
model penyelesaiannya. Berbagai model kebljakan program dan pendekatan sudah
dilakikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetapi masalah kemiskinan
belum mampu diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga selalu menjadi
masalah yang tidak pernah selesai.

Berdasarkan hal itulah, penelitian ini penting untuk dilakukan, sehingga
pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi, memetakan dan
memahami akar permasalahan yang sebenarnya dan dapat merumuskan model
kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam pengentasan masalah kemiskinan di
Nusa Tenggara Barat khususnya di lém}Vasan-'pesisir dan lingkar pariwista. Dengan
demikian, tujuan penelftian ini antara lain adalah untuk membantu pemerintah
khususnya pemerintah daerah Propinsi NTB dalam mengentaskan masalah
kemiskinan. Dalam kerangka itulah, maka yang menjadi tyjuan khusus yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengentasan
masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata di NTB.

2. Menemukan faktor utama yang menjadi akar masalah kemiskinan di wilayah
pesisir dan lingkar pariwisata di NTB.

3. Merumuskan kerangka hukum (Jegal Jramework) dan selanjutnya mendorong
lahimnya peraturan daerah yang responsif dalam pengentasan masalah

kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata di NTB.
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B. Manfaat Penelitian )
Berbagai model kebijakan dan pendekatan serta program telah dilakukan

oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam pengentaskan masalah
kemiskinan, tetapi keberadaan program dan kebijakan pemerintah tersebut belum
mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara komprehensif, khusususnya di -
daerah pesisir dan lingkar pariwisata, Hal ini disebabkan oleh karena pendekatan
yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat sporadis, belum terencana dan
terorganisir secara terpadu dan komprehensif, belum adanya identifikasi dan
pemetaan yang jelas tentang akar masalah kemiskinan, sehingga belum mainpu
memberikan solusi yang efektif dan komprehensif dalam penyelesaian masalah
kemiskinan.

Demikian halnya dengan berbagai teori tentang penanganan masalah
kemiskinan dari berbagai negara sudah dlterapkan tetapi belum mampn
menyelesaikan masalah keiniskinan. Berbagai hasil pcnehtlan Juga telah banyak
memberikan gambaran tentang strategi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan,
pemerintah telah merumuskan berbagai kriteria tentang kemiskinan, bahkan akar
masalah kemiskinanpun sudah diketahui, fetapi masalah kemiskinan tidak juga
dapat diselesaikan secara komprehensif,

Di berbagai negara moderen termasuk negara-negara maju belum mampu
menyelesaikan masalah kemiskinan secara konprehensif, belum ada satu negarapun
yang mampu menyelesaikar masalah kemiskinan secara menyeluruh- dengan
berbagai teori yang ada. Namun ada hal yang menarik yang perlu dikaji seperti
dalam sejarah Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Azis pernah
mencatat sejarah tentang cara mengatasi kemiskinan secara menyeluruh, sehingga
tidak ada lagi masyarakat yang termasuk kategori miskin. Pengalaman ini perlu
dijadikan pelajaran dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia khususnya di
daerah pesisir dan pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah pernah
diimplementasikan, kemudian menawarkan model kebijakan baru dalam
penyelesaian masalah kemiskinan secara komprehensif yang berbasis pada

pendekatan pemetaan masalah dan pemberdayaan (empowering) yang sesuai
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karakteristik masalah yang dipadukan dengan pendekatan historis keberhasilan
sistem pemerintahan Umar bin Abdul Azis dalam menyelesaikan masalah
kemiskinan yang kemudian dipadukan dengan pendekatan kultural yang berbasis
pada budaya dan karakteristis khusus (kbas) masyarakat (kearifan lokal) dan juga
dipadukan dengan pendekatan modern dalam pengentasan masalah kemiskinan
secara komprehensif,

Hal ini- penting karena pendekatan yang selama ini dilakukan oleh
pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mengentaskan masalah kemiskinan
masih bersifat parsial dan kurang efektif (baca; “gagal dalam menyelesaikan
masalah kemiskinan™), justru kemiskinan terus terjadi dan mengalami fluktuasi, dan
sejatinya secara faktual jumlah kemiskinan terus mengalami peningkatan dari aspek
kwalitatif dan kwalitasnya. Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan akan
memberikan kontribusi yang jitu dan output yang positif dalam pengentasan
masalah kemiskinan di kawasan pesisir dan lingkar pariwisata di Propinsi NTB.

Dengan demikian, pada akhirnya penelitian ini akan memberikan dampak
yang signifikan baik secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis
berdampak dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya teori,
pendekatan dan model yang jitu dalam penyelesaian masalah kemiskinan, penelitian
ini juga dapat menjelaskan pendekatan baru legal freamwork dalam memahami
masalah kemiskinan sechingga dirumuskannya suatu model peraturan dan kebijakan
yang efektif dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di NTB. Secara praktis
penelitian ini berimplikasi pada perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah
khususnya Pemerintah Daerah Propinsi NTB dalam mengentaskan masalah
kemiskinan, yang tidak hanya menggunakan pendekatan kebijakan yang sporadis
dan parsial tetapi mampu menggunakan pendekatan yang komprehensif yang
berbasis pada akar masalah dan pemetaan masalah yang sebenamya yang
didasarkan pada nilai-nilai kearifan yang ada di masyarakat NTB, sehingga pada
akhimmya masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak lagi
ditemukan adanya orang miskin di NTB pada suatu saat nanti, hal inilah yang

menjadi urgensi dilakukan penelitian ini.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research®. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini metode penelitian. yuridis normatif dan penelitian
kualitatif®, Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konseptual kemudian dipadukan dengan metode
kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan
(folistik) dan dapat mengungkapkan rahasia den makna tertentu®. Hadari
Nawawi® menjelaskan penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan
(holistik) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu:
B. Lokasi dan Waktu Peneliﬁaﬁ

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir dan lingkar pariwisata di
Propinsi NTB, yang meliputi: Tahun pertama (2016) dilaksanakan di Kabupaten
Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Tahun kedua
(2017) dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat dan
Kota Bima. Kemudian pada tahun ketiga (2018) dilakukan di Kabupaten Dompu
dan Bima serta difokuskan pada penyusunan. Draf Naskah' Akademis Peraturan
Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB.

C. Sumber Data
Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh dari responden yang terdiri dari masyarakat miskin atau. keluarga
masyarakat miskin, yang dipilih dengan memperhatikan persebaran penduduk baik
di desa maupun di perkotaan, perbedaan jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.
Informan yang akan diteliti melalui wawancara yang meliputi; pejabat Dinas Sosial,

BKKBN, BPS, Kantor Departemen Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan

2 Sunaryati Hartono, Penefitian Hukum Abad 21, Alumni, Bndung, 1994:142,

Esmi Warasih Pujirahayu, Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora, dalam
Pelatihan Metodologi Penelitian ilmu Sosial (dengan Orentasi Penelitian Bidang Hukum): Fakultas
Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 mei 1999 hal 47 menyebutkan beberapa cifi penelitian kualitatif
antara lain: 1). Teknik penentuan data secara snawball, artinya pilihan informan berkembang sesuai
dengan kebutuhan peneliti; 2). instrumen utamanya adalah manusia (peneliti'yang divalidasi adalah
data bukan instrumen); 3). Mementingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menskankan
pada metode verstehen; 4). Menggunakan pendekatan induklif untuk melakukan penemuan atau
discovery.

24 Burhan Ashshofa, Metade Penelitian Hukum, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1998, hal 20-21.
® H: Hadari Nawawi dan Hiimi Martini, Penelitian Terapan, Gajah Mada University Press,

Yogyakarta, 1996, hal 175.
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masyarakat miskin di setiap Kabupaten dan Kota yang menjadi lokasi penelitian,
Penentuan responden dan informan penelitian dilakukan secara purposive sampling,
sesual dengan kepentingan dan keperluan dalam menganalisis informasi maupun
sumbernya yang dilakukan dengan metode bola salju (snowball) sehingga mencapai
titik kejenuhan dalam arti sampai kelengkapan dan validitas informasi-dirasa cukup
untuk kepeptingan an;lisisze. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan
(&tisdi aakﬁﬁieﬁ) melipliti’ peritiran, ké;é*usrtakaaﬁ; buku; hasil' kityd para sarjana
yang menguraikan tentang kemiskiqan; jurnal dan makalah seminar tentang
kemiskinan; serta sumber lain yang diperiilkan dalam penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui 3 (tiga)
cara yaitu, observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan tahapan: Pada tahap
orientasi awal, dan studi kepustakaan’ dengan menginventarisir peraturan
pcfuﬁaﬁngiundangan; buku dan literatur lain Sebagai sumber data sekunder yang
berkaitan dengan fokus permasalahan, Jjuga akan dilakukan observasi awal”’. Pada
tahap orientasi terfokus, dilakukan wawancara®® secara intensif dan mendalam
dengan cara wawancara tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh
informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan yang
akan diajukan kepada informan dan responden.
E. Imstrumesn Penelitian _

Instrumen’ penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen
penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah para peneliti, sedangkan

instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lJapangan serta

dafiar pertanyaan yang dibuat sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tahap pertama,

mendasarkan pada pendekatan doktrinal/mnormatif, dilakukan analisis dengan

menggunakan metode analisis penafsiran hukum dan penemuan hukum, terutama

%) exiJ. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung, 1997, hal:165.
7 g, Nasution, Mefodologi Penelitian Naturafistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, hal 73.
Wawancara dalam suatu penelitian sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba

{1985:226) antara lain adalah mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,
perasaan, motivasi, tunfutan kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksikan kebulatan
demikian sebagaimana yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah
diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; mengverifikasi, mengubah dan memperluas
informasi yang diperoleh dari arang lain. Dikufip dari Lexy J. Moleong, Op.Cit,, hal 135,
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dilakukan inventarisasi dan penafsiran terhadap berbagai norma hukum yang terkait
dengan masalah kemiskinan. Tahap kedua, yang mendasarkan pada pendekatan
non-doktrinal, dengan menggunakan metode analisis kualitatif Teknik ini
dilaksanakan dengan metode interaktif yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles
dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari; reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama

pengumpulan data®.

r

% Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, Ahalisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber
Metode-Metode Baru, | Press, Jakarta, 1992, hal 16-18
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. HASIL PENELITIAN .
A. Gambaran Umum Wilayah Penélitian

Provmsx NTB terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau
Sumbawa dan ratusan pulau-pulan kecll Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau
yang telah berpenghuni. Luas mlaygh Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km2.
Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari
permukaan laut sementara Raba terenéiah dengan 13 m dari permukaan laut. Kota
Mataram sebagai tempat Ibu Kota Provinsi NTB memiliki ketinggian 16 m dari
permulkdan laut. Dari tijih gunung yang ada di Pulaw Loribok, Gunung Rinjani
merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora
merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m dari sembilan
gunung yang add. Jumlah sungai di Provinsi NTB cukup banyak. Pada Wilayah
Sungai Lombok terdapat 4 wilayah sungai, untuk wilayah sungai Sumbawa terdapat
7 wilayah sungai, dan w11ayah sungai Bima-Dompu terdapat 6 wilayah sungai*®,

Secara administratif Provms1 Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten,
2 kota, 116 kecamatan dan 1.146 desa/ kelurahan. Kabupateti Sumbawa memiliki’
kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Lombok Timur
memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan
dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan. Kabupaten Lombok Utara
merupakan kabupaten termuda, yang mengalami pemekaran dari kabupaten
induknya, Lombok Barat, pada tahun 2008. Kabupaten Lombok Utara yang
beribukota di Tanjung memiliki 5 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Dari informasi
di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 terjads pentekaran desa/keluralian dengin
Jumlah kecamatan/kelurahan yang tetap seperti pada tahun 20083,

Jumlah seluruh kecamatan di Pulau Sumbawa sebanyak 63 kecamatan, lebih
banyak dari Pulan Lombok sebanyak 53 kecamatan sedangkan untuk jumlah
desarkelurahan berbanding terbalik dengan jumlah seluruh kecamatan di Pulay
Sumbawa. Jumlah seluruh desa/kelurahan di Pulan Lombok ada 508 desa/kelurahan

: NTB Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
Ibid.
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lebih banyak dari Pulau Sumbawa sebanyak 548 desa/kelurahan, sebagaimana tabel

berikut.
Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah
: Luas .

S -- - Jumlah -  Jumlah . Persentase

No | Kabupaten/Kota | Kecamatan Qesa[Kelurahan | v&?g;l)h (%)
1 | Lombok Barat 10 . 122 1.053,87 5,23
2 | Lombok Tengah 12 : 139 1.208,40 6,00
3 | Lombok Timur 20 "1 254 1.605,55 7,97
4 | Lombok Utara 5 33 809,53 4,02
5 | Sumbawa 24 166 6,643,98 32,97
6 | Dompu 8 81 2.324.60 11,53
7 | Bima 18 198 4.389,40 21,78
8 | Sumbawa Barat 8 65 1.849,02 9,17
9 | Kota Mataram 6 50 61,30 0,30
10 | Kota Bima 5 38 207,50 1,03
Jumlah 116 1.146 20.153,15 100

Sumber: LKPJ Gubernur NTB_ 2014

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010-2020 jumlah penduduk

Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 mencapai 4.773.795 jiwa. Dengan rincian, laki-
Iaki sebanmyak 2.315.234 jiwa dan perempuan sebanyak 2.458.561 jiwa, dengan
rasio jenis kelamin sebesar 94,17. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten
Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat ** Kemudian Tahun
2015 jumlah Penduduk NTB meningkat menjadi 4.835.577 orang.
B. Kondisi Kemiskinan Muitidimens

Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode
bulan September tahun 2014 mencapai angka sebesar 17,05%. Tingkat Kemiskinan
Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada di atas rata-rata Nasional yang:
mencapai angka 10,96% pada tahun yang sama. Perbandingan Tingkat Kemiskinan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tingkat Kemiskinan Nasional maupun
tingkat Provinsi lain di Indonesia pada tahun 2014, Tahun 2015 mencapai angka
16,54% dan Tahun 2016 sebesar 16,48 %.

Dengan tingkat kemishnan sebesar 17,05%, jumlah penduduk miskin di
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode bulan September tahun 2014 sejumlah

2 Data Proyeksi Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014.
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816.621 jiwa. Jumlah penduduk miskin Nasional pada tahun yang sama mencapai
27.727.778 jiwa. Dengan demikian, kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
memberikan kontribusi sebesar 2,96% terhadap total jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada tahun 2014, Tahun 2015 sebanyak 802.287 jiwa dan Tahun 2016
sebanyak 804.440 jiwa.

Posisi relatif tingkat_pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2014 berada di atas rata-rata ﬁaéional; Tingkat Pengangguran Terbuka:
Provinsi NTB pada tahun 2014 mencapai 5,75%, sedangkan Nasional mencapai
5,94%. Hal ini menunjukkan bahﬁa program yang dilaksanakan Pemerintah
Provinsi NTB dalama rangka menurunkan tingkat pengangguran sudah berhasil,
Program tersebut tertuang dalam dalam RPJMD Provinsi NTB antara lain
pembentukan 100.000 Wirausaha Baru dan Pembentukan Koperasi Berkualitas,**

Perkembangan T lngkat Kemlskman Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun
ke tahun terus mengalaini penurunan Pada’ tahun 2010 ngl\.at Kemiskinin
Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 21,58%. Tahun 2011 Tingkat
Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan menjadi 19,67%,
dan terus mengalami penurunan berturut-turut menjadi 18,02% tahun 2012,
17,252% tahun 2013 dan 17,05% pada tahun 2014. Keberhasilan penurunan
Tingkat Kemiskinan ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tepat sasaran.

Perkembangan Jumiah Penduduk Mlskm Provinsi Nusa Tengg°ra Barat dari
tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 Jumlah Penduduk
Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 970.444 jiwa, dan terus mengalami
penurunan secara berturut-turut menjadi 896.190 jiwa tahun 2011, 840.108 jiwa
tahun 2012, 815.501 jiwa tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan
menjadi 816.621 jiwa, sedangkan Tahun 2015 sebanyak 802.290, Tahun 2016
sebanyak 804.450 jiwa.

C. Analisis dan Pembahasan Masalak

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan mempunyai
penduduk terpadat keempat di dunia, di mand kemiskinan menjadi salah satu
permasalahan utamanya. Dengan jumlah penduduk 254.9 juta jiwa terdiri dari laki-

* BPs, 2015 (Diolah dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) Agustus 2014)
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laki sebanyak 1281 juta, dan perempuan sebanyak 126,8 juta®® dan laju'
pertambahan penduduk 2,6 juta jiwa per tahun, maka permasalahannya tidak
sekedar tentang mengatasi ledakan penduduk, akan tetapi juga perbaikan kualitas
hidup manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik tidak hanya menjadi
ukuran . keberhasilan suatu negara, akan tetapi menjadi cerminan keunggulan
terhadap bangsa lainnya. Pada tahun 2009, posisi Indonesia dalam Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada urutan 111 dan pada tahur 2016
diurutan 110 dari 187 Negara. Jika dibandingan dengan negara-negara asia tenggara
lainnya, seperti Brunai Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina,
IPM Indonesia masih berada di bawah Negara-negara tersebut. >

Dengan kondisi IPM tersebut, maka perbaikan kualitas hidup manusia harus
dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing bangsa sekaligus mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya dilihat dengan memperbesar
alokasi pendanaan bag1 masyarakat mlskm akan tetapi harus dearengl dengan
menciptakan kebijakan dan perencanaan program yang bersifat inovatif serta
memberdayakan masyarakat miskin,

Kebijakan tentang Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah telah
menggunakan pendekatan hak dasar sebagai kerangka kerja penanggulangan
kemiskinan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 10
hak dasar. Walaupun demikian, masih belum banyak target pemenuhan hak dasar
yang mampu dicapai oleh pemierintah. Misalnya dalam aspek pelayanan kesehatan
di mana masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki akses pada
pelayanan kesehatan serta masih banyaknya pungutan yang dibebankan pada
masyarakat miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengkoordinasikan pencapaian
agenda pemenuhan hak dasar dalam penanggulangan kemiskinan, tidak hanya
dalam kebijakan dan perencanan program semata, Juga memastikan konsistensi
pelaksanaan kebijakan dan program tersebut antar sektor maupun lintas pelaku yang
terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan patut diapresiasi.
Hal ini menunjukkan pemerintah cukup serius dalam upaya penurunan angka

Daakses Tanggal 5 Desember 2016, Data BPS Republik Indenesia, 2016
* Diakses pada tanggal 7 Desember2016 Data BPS 2016.

i
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kemiskinan. Tetapi kebijakan pemerintah yang cukup bagus tersebut, dalam
pelaksanaannya masih jauh dari harapan, karena masih banyak masyarakat yang
secara 1iil hidup di bawah garis kemiskinan,

Penurunan jumlah penduduk miskin salah satunya disebabkan oleh belum
terkoordinasinya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan oleh
pemerintah daerah dengan pemerintah  pusat. Saat ini, banyak program
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan' oleh pemerintali daerah merupakan
program penanggulangan kemiskinélj yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) telah mengelompokkan program-program penanggulangan
‘kemiskinan ke dalam 3 (tiga) kelompok program. Kelompok program tersebut,
terdiri dari Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Kelompok
Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Pemberdayaan Usaha
Mikro' dan Kecil. Saat ini, pengelompokkan program penanpgilangan kemiskinian
telah dilakukan di tingkat nasonal, dan diharapkan dapat disinergikan dengan
kebijakan dan program pepanggulangan kemiskinan yang diinisasi oleh pemerintah
daerah di masa mendatang,

Berdasarkan permasalahan, teori dan metode yang digunakkan  dalam
penelitian ini, berikut ini dapat dibahas beberapa permasalahan yang menjadi fokus
penelitian tentang analisis kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan
(Studi di P:'rovinsi Nusa Tenggara Barat). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat dengan fokus lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat, Kota
Mataram dan Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi penelitian,

1. Efektifitas Kebijakan Pemerintah  dalam Penyelesaian  Masalah
Kemiskinan di NTB.

Di NTB Pengurangan jumiah penduduk miskin dan pengangguran terbuka
merupakan salah satu target pencapaian kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah
Daerah. Presentase pendududk miskin ditargetkan terus menerus menurun dar
tahun ke tahun. Target ini disusun dengan memperhitungkan potensi dan upaya
akselerasi lintas sektor yang diprogramkan, serta memperhatikan kesepakatan dan

amanat pencapaian “Millenium Development Goals (MDG'’s).
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Setelah era otonomi daerah di NTB belum ada kebijakan penanggulangan
kemiskinan yang bersifat khusus, yang ada adalah kebijakan makro dalam peraturan
daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang dan Rencana
pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB, demikian juga di Kabupaten
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, sehingga sulit untul
menentukan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa' pelaksanaan kebijakan pemerintah
dalam mengentaskan masalah kemisldnian di NTB masih kurang efektif, disebabkan
oleh beberapa faktor berikut ini, yakni: Pertama, faktor internal adalah adanya
budaya masyarakat yang suka menerima bantuan dan tingkat pendidikan
masyarakat miskin yang sangat rendah. Sedangkan Kedua, faktor eksternal adalah
belum adanya payung hukum dan kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk
menyelesaikan masalah kemiskinan, mental birokrat yang masih memandang
masalah kemiskinan sebagz;i “projek” dan biintlian, serta belum ada strategi yang
jelas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan,

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti ditemukan bahwa
kebijakan ;'Jemerintah dalam penanggulangan kemiskinan kurang efektif untuk
menyelesaikan masalah kemiskinan, justru yang terjadi adalah sebaliknya dengan
munculnya masyarakat miskin baru, di mana ada masyarakat yang tidak miskin
tetapi karena menginginkan bantuan dari pemerintah, akhirnya mengaku menjadi
orang miskin. Hal ini, kemimgkinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang
belum satu atap walaupun sudah ada tim koordinasi, namun belum optimal dengan
baik, belum berkelanjutan, penanganan masalah kemiskinan ditangani hampir
semua kementerian atau dinas.

Setelah berlakunya otonomi daerah di NTB, Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kota Mataram belum ada program dan dana
yang secara khusus yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kemiskinan, yang
ada adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat seperti BLT, Raskin, PNMP
Mandiri, KUBE, KUR, dan lain-lain. Sementara itu, inovasi dari daerah belum
terlihat dengan jelas sampai saat ini. Kalaupun ada hanya kebijakan yang bersifat
sporadis dan rutinitas oleh dinas dan instansi terkait seperti dinas kesehatan, dinas
sosial, dinas pendidikan, BPMPD, dan lain-lain.
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Demikian halnya dengan evaluasi program pengentasan kemiskinan belum
dilakukan secara jelas dan terrencana dengan baik oleh pemerintah baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten Kota.
Terlebih lagi setelah berlakunya otonomi daerah kurang adanya koordinasi antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, dan kurangnya koordinasi
antar sektor yang menangani masalah kemiskinan di masing-masing dinas dan
instansi yang terkait. '

2. Faldor Penyebab Akar Masalah-Kemiskinan di NTB

Secara teoritis, bahasan tentang kemiskinan telah banyak diuraikan oleh para
pemerhati dan ilmuwan yang melakukan pendalaman kajian pada permasalahan
kemiskinan, hingga muncul berbagai konsep dan pandangan fentang kemiskinan.
Oscar Lewis, memaknai kemiskinan sebagai ketidaksanggupan seseorang atau
sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskari keperluan-keperluan
dasar materialnya®. Konsep tersebut memberikan pengertian bahwva' kemiskinan
adalah ketidakcukupan seseorang memenuhi kebutihan-kebutuhan primernya,
seperti pangan, sandang serta papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan
posisi sosial ekonominya. ‘Sumberdaya material yang dimiliki dan dikuasainya
betul-betul sangat terbatas, sekedar mampu digunakan untuk mempertahankan
kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraannya. _

Menurut data'yang dipublikésfkan olel Badan Pusit Statistik (BPS), Jumlah
penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi, data ini jauh
lebih banyak dari data dan fakta riil dilapangan. Wakil Menteri Pertanian Bayu
Krisna Murti menjelaskan bahwa: NTB masih terjebak pada masalah kemiskinan
disebabkan oleh karena dua hal yakni: value added (nilai tambah) dan trade (pasar).
Value added economy atau soal kegiatan ekonomi masyarakat yang belum memiliki
nilai tambah, sehingga harus ada industri dan investasi, NTB dapat menggenjot
investasi salah satunya di bidang pariwisata. Kemudian trade, NTB belum
memiliki komoditas unggulan yang: banyak dijual ke luar daerah, untuk jtu
dibutuhkan industri yang dibangun di NTB*".

% oscar Lewis, dalam Rajab Budi, Loc. Cit
7 Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Suara NTB, Kamis, 21

Oktober 2010 hal 1 dan 5.
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui pengamatan, wawancara

dengan responden dan informan di lokasi petelitian kemudian -dilakukan
pengolahan dan analisis terhadap hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa
alasan atan penyebab masih adanya masyarakat yang miskin di Provinsi NTB dan
kurang efektifnya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di -
Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Barat, Lombok
Utara, Kota Mataram dan Kabupaten LomboP Tengah di antaranya adalah sebagai

berikut:

a.

Adanya kultur dan mental masyarakat yang “masih senang menerima bantuan”.
Masyarakat memahami bantuan pemerintah sebagai bantuan sosial, sehingga
banyak program pemerintah dalam bentuk bantuan kurang berhasil dalam

pelaksanaannya.

. Rendahnya kwalitas Sumber Daya Manusia masyarakat miskin, di mana rata-rata

penduduk miskin berpendidikan SD bahkan tidak pernah sekolah sama sekali.
Terbatasnya lapangan kerja, dan tidak memiliki ketrampilan yang memadai.

. Adanya kebijakan pemerintah yang membagikan dana bantuan secara merata

kepada semua masyarakat akan memunculkan kemiskinan baru séperti model
penyaluran raskin dan BLT.

Belum adanya data yang valid tentahg Jumlah, alamat, serta permasalahan
masing-masing penduduk miskin, dan belum adanya pemetaan tentang profil
kemiskinan secara komprehensif.

Pemerintah belum mampu menemukan akar masalah kemiskinan sesuai dengan
cluster masing-masing dengan solusinya pada setiap cluster.

Belum adanya strategi atau model yang disusun secara komprehensif

berdasarkan akar masalah dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

- Masih lemahnya evaluasi tentang pelaksanaan program penanggulangan masalah

kemiskinan oleh pemerintah daerah.

Program dan kebijakan pemerintah pusit dan pemerintah daerah belum
terintegrasi dan komprehensif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
maupun dalam evaluasinya. Program pengentasan kemiskinan lebih bersifat
sesaat dan parsial serta tidak mampu menyelesaikan kemiskinan dalam jangka

panjang seperti BLT dan Raskin.
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J. Mental pejabat dan birokrat yang memandang masalah kemiskinan sebagai
bagian dari “projek”, sehingga dana tentang penanggulangan kemiskinan tidak
sampai secara utuh pada sasaranmasyarakat miskin.

h. Pemerintah Daerah belum memiliki legal framework payung hukum yang
memadai berupa PERDA dalam penanggulangan masalah kemiskinan,

Untuk menganalisis akar masalah kemiskinan perlu dijelaskan pendapat

Sharp yang mengidentifikasikan 3 (tiga) penyebab kemiskinan dipandang dari sisi

ckonomi yaitu: ' _ "

1. Dari sudut pandang mikro, kémiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan
pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang
timpang. -Penduduk ‘miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas -

dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah,
yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya
diskriminasi, atau karena keturunarn

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal*®.

Di sain_ping itu; pendapat KI]J:‘ICO!'O Juga perlu dijelaskan terkait dengan
ket ga penyeﬁab kemiskinan. di afas bermuara :pada teori lingkardn setan kemiskinan
(vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan
kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas
mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan
akan beﬁt'nplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi: Rendahnya investasi
berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan
oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, yang
mengatakan: “a poor country is poor because it is poor”™ (negara miskin itu miskin
karena dia miskin).

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah merupakan masalah yang
kompleks dan bersifat multi-dimensi. Mengingat kompleksnya permasalahan
kemiskinan mi, diperlukan pengetahuan yang memadai daldm memahami akar
permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Adanya dugaan bahwa kegagalan

dalam penanggulangan  kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih

% Sharp, dalam Kuncoro, M, Loc, Git.
* Ibid.
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mempergunakan pendekatan yang lebih bersifat “proyek™ dan “bantuan” sehingga
tidek memberdayakan masyarakat. Lebih lanjut, ditengarai bahwa kegagalan
penanggulangan kemiskinan diduga akibat kurangnya pemahaman atas penyebab

kemiskinan itu sendiri.
Pada aspek lain, Oscar Lewis menjelaskan ada tiga pendekatan yang dapat

menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yaitu:

“system dpproach, decision=making model dan  structural approach.
Berdasarkan pada pendekatan sistem (system approach), akar kemiskinan
lebih diakibatkan dengan adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi,
ekologi, teknologi dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh
faktor-faktor tersebut, dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat
yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman, sehingga perlu dilakukan
intervensi tertentu untuk meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan
alam melalui introduksi teknologi baru yang memiliki kemampuan dan
kapasitas lebih besar dalam mengekplorasi dan mengeksploitasi sumber-
sumber daya ekonomi, sehingga dapat tercapai surplus produksi serta dapat
meningkatkan nilai tambah hasil produksi, selain juga harus diupayakan untuk
membangun  dan memperbaiki prasarana dan sarana transportasi dan
komunikasi publik yang memungkinkan daerah yang bersangkutan menjadi
terbuka, sehingga memudahkan arus pertukaran barang dan jasa, serta
diterapkannya program untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk?.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan resp;)nd"en dan informan serta
dianalisis dengan teori di atas, maka dapat diuraikan beberapa akar masalah
kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diantarnya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Budaya_; yakni adanya budaya di masyarakat yang turun temurun, sebagai
keluarga miskin, sehingga anak keturunannya kebanyakan menjadi miskin, yang
disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat miskin;

b. Faktor Pendidikan; rendahnya kwalitas Sumber Daya Manusia masyarakat
miskin. Rata‘rata penduduk miskin hanya berpendidikan SD bahkan fidak pernah
sekolah sama sekali, hal ini ditandai dengan masih tingginya angka buta aksara
di Nusa Tenggara Barat. Tingginya angka buta aksara memberikan kontribusi
penting bagi tingginya angka kemiskinan dan sulitnya penyelesaian masalah
kemiskinan.

¢. Faktor ekonomi; di mana terbatasnya lapangan kerja dan masih monotonnya

lapangan kerja monoton hanya pada sektor pertanian, hal ini didukung oleh

“® Oscar Lewis, Loc. Cit.
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rendahnya ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat miskin sebagai akibat
rendahnya kwalitas pendidikan mereka.

e. Faktor Moral; mental pejabat dan birokrat yang memandang masalah kemiskinan
sebagai “projek”, sehingga dana tentang kemiskinan tidak sampai pada sasaran

secara utuh.
e. Faktor Politik dan Kebijakan; Kebijakan Pemerintah baik pemerintah pusat

maupun pemerintah' daerah’ belum' terintegrasi dan komprehensif baik dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemai_ﬁauan maupun dalam evalvasi program
pengentasan kemiskinan. Kebijakail pemerintah lebih bersifat sesaat, sporadis
dan tidak untuk menyelesaikan kemiskinan dalam Jjangka panjang seperti BLT
dan Raskin, sehingga dalam pelaksanaanya masih terdapat yang salah sasaran
seperti dalam penyaluran Raskin dan BLT. Political will pemerintah masih _
kurang dz;lam ;I;eﬁyelesaﬂ:an masalah kemiskinan, terlihat dari belum adanya
payﬁg hukum yang meriadai’ berups” PERDA dalany penanggularigan' masalah
kemiskinan.

Oleh karena itu, berdarkan uraian di atas, faktor utama yang menjadi akar
masalah kemiskinan di NTB disebabkan oleh karena; faktor mental dan budaya
masyarakat, yang memang sejak awal miskin, dan sulit untuk kelvar dari
kemiskinannya, kedua adalah faktor pendidikan dan ketiga faktor kebijakan
pemerintah yang kurang tepat sasaran dan belum adanya kemauan yang serius dari
pémerintah untuk menyelés'a‘ikan ‘miasalah kemiskinan,

3. Model Kebijakan Legal Framework Pemerintah Daerah yang Responsif
dalam Menangani Masalah Kemiskinan di NTB.

Kemiskinan menjadi masalah yang cuku:p pelik dan membutuhkan
periangandn yang serius oleh semua pihak, oleh karena itu, pendekatan yang
digunakan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan juga harus dirubah. Selama
ini penanganan masalah kemiskinan masih bersifat bantuan yang bersifat sesaat,
temporal dan hanya bersifat “pemadam kebakaran” belum menyentuh masalah
secara riil dari masyarakat miskin dan penanganannya belum dilakukan secara
integral dan komprehensif.

Kemiskinan dijumpai di seluruh dunia oleh karena kemiskinan pada

hakekatnya merupakan persoalan kiasik yang telah ada sejak umat manusia ada.



Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan
kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Sementara itu, belum ada
konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus
terus menerus dikembangkan Terdapat banyak sekali teori dalam memahami
kemiskinan. Apabila dipetakan, literatur mengenai kebijakan sosial dan pekerjaan
sosial menunjukkan dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai
kemiskinan: yakni paradigma neoliberal dan demokrasizsosial (social<democracy).
Dua paradigma atau pandangan ini kemudian menjadi cetak biru (biueprint) dalam
menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program
anti kemiskinan®..

Kedua paradigma kemiskinan tersebut yaitu teori neo liberal dan demokrasi
sosial memiliki landasan teon;tis, konsep dan indikator kemiskinan, penyebab
kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang berbeda. Dengan
demikian, diperlukan suatu kearifan dalam menentukan paradigma yang dkan
dipakai dan juga tidak mustahil munculnya paradigma baru di luar kedua paradigma
tersebut yang akan diuraikan berikut ini.

1. Teori Neo-liberal dan Teori Demokrasi Sosial

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas
- Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill. Intinya menyerukan bahwa komponen
penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu™. Para pendukung neo
libetal Berargtien bahwa:

“kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh

kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan.

Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar

diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-

tingginya. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus
bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-
kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara
hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala
lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya®®,
Penerapan program-program structural adjustment, seperti program jaringan
pengaman sosial (JPS) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,

“! Diadaptasi dani Suhario, Edi, Loc. CH.
“2 Cheyne, O'Brien dan Belgrave dalam Suharto, Edi, fbid,

3 |bid.
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sesungguhnya merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang
penanggulangan kemiskinan ini. Keyakinan yang berlebihan tehadap keunggulan
mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan
mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum
demokrasi-sosial. Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels,
pendukung demokrasi-sosial menyatakan bahwa "a free market did not lead to
greater social wealth, but to gredtcr poverty and exploitation... a society is just
when peoplels needs are met, and when zir?equal ity and exploitation in economic and
social relations are eliminated™”, -

Teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan
individual, melainkan struktural: Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan
dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok
tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berporos pada
prinsip-prinsip ekonomi campuran (mixed economy) dan "ekonomi manajemen-
permintaan” (demand-management economics) gaya Keynesian yang muncuf
sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan
awal 1930-an. '

Sistem negara keséjahtéraan (welfare statey yang menekankan pentingnya
manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar
(pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara
dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi Keynesian. Meskipun kaum demokrasi-sosial
mengkritik sistem pasar bebas, mereka tidak memandang sistem ekonomi kapitalis
sebagai evil yang harus dimusuhi dan dibuang jauh. Sistem kapitalis masih
dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif, Hanya
saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih
berwajah manusiawi. “The welfare state acts as the human face of capitalism”*

Pendukung demokrasi-sosial berpendapat bahwa kesetaraan merupakan
isyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian
kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu
menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikian, kesehatan yang baik dan

“ Cheyne, O'Brien dan Belgrave, Ibid. hal 91-92. Dalam Modul Diklat, Kemiskinan, SCBD-LAN

dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
“ Ibid, h. 79,



41

pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar;
melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (choices). Dengan kata

lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau
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:kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki
%peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi«
= transaksi kemasyarakatan .yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-
pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Menyerahkan sepenuhnya penanganan kemiskinan kepada masyarakat dan
LSM bukan saja tidak akan efektif, melainkan pula mengingkari kewajiban Negara
dalam melindungi warganya, Menurut pandangan demokrasi-sosial, strategi
kemiskinan haruslah bersifat institusipnal (melembaga). Program-progratn jaminan
sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS; Eropa Barat, dan Jepang, merupakan

contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori demokrasi-sosial. Jaminan

|

sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun,
misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan
dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (capabitities) untuk
memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (choices). Sebaliknya,
ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan
(dependencyy karena dapat membuat orang. tidak memiliki kemampuan. dalam:
memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya®.

Kaum neoliberal memandang strategi penanganan kemiskinan yang
melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan
ketergantungan. Sebaliknya, pendukung demokrasi-sosial meyakini bahwa
penanganan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek,
Justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana, karena efeknya juga
singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila
kaum neo-liberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat "kebebasan",
kaum demokrasi-sosial justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial
yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan "kebebasan", karena

8 fbid,
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membatasi dan bahkan menghila.ngkan kemampuan individu dalam menentukan
pilihan-pilihannya (choices).
2. Paradigma Baru

Apabila dicermati, semua paradigma kemiskinan terdahulu masih tetap
menyimpan . , kelemahan. Konsepsinya masih melihat kemiskinan sebagai
kemiskinan individu dan kurang memj)er'hatikan kemiskinan struktural. Akibatnya,
aspek aktor atau pelaku kemiskinan' Seﬁa sebab-sebab yang mempeng:ﬂ'uhinya
belum tersentuh secara memadai. . Sistern pengukuran dan indikator yang
digunakannya terfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan
faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai
“orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik,
tidak sehat, dan sebagainya.

iMetodaIiya masih berpijak pada outcome indicators sehingga belum
menjangkiu variabel-Variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Si miskin.
dilihat hanya sebagai "korban pasif* dan objek penelitian. Bukan sebagai "manusia”
(human being) yang memiliki "sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam
mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang
dilakukan mereka sendiri.

Kelemahan paradigma lama di atas menuntut perubahan pada fokus
Pengkajian keﬁliskinan,_ khusu_snya' menyangkut kerangka konseptual dan
metodologi pengukuran kemiskinan: Paradigma' demokrasi-sosial dapat dijadikan
dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma
baru yang lebih sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial.

3. Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu
atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya.
Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas™ (capabilities) individu,
keluarga atau masyarakat dalam menjalankan- peran:peran sosial di lingkungannya.
Baker, Dubois dan Miley (1992) menyatakan:

“keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat. Konsepsi ini mengedepankan bahwa
manusia adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya.
Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan
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dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat
menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang

ada di sekitar dirinya.*’

e

dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan
bagaimana keluarga miskin mer;spon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi
yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan adagium pekerjaan
sosial, yakni ‘fo help people to help themselves' pendekatan ini memandang orang
miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan
karakteristik kemiskinan. Melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan
dan  keterampilin yang sering dig'iiﬂakannya dalam mengatasi | berbagat
permasalahan seputar kemiskinannya. Ada empat poin yang diajukan pendekatan

keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan:

a. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara
statis, melainkan dilihaf secara dinamis yang menyangkut usaha dan
kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannva, termasuk efektivitas
Jjaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti

: kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.

b. Indikator untuk .mengukur kemiskinian sebaiknya tidak tunggal melainkan
indikator komposit defigan it analisis keludrgd atair rumiah' tahged dan
Jaringan sosial (social-network) yang ada di sekitarnya.

¢. Konsep kemampuan sosial (social capabilities) di pandang lebih lengkap dari
pada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika
kemiskinan. ‘

d. Pengukuran kemampuan sosial keluarya miskin dapat difokuskan. pada
beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin
memperoleh mata pencaharian (/ivehood capabilities), memenuhi kebutuhan
dasar (basicneeds fulfillment), mengelola asset (asset management),
menjangkau sumber-sumber (access (o resources), berpartisipasi dalam
kegiatan kemasyarakatan (access fo social capital), serta kemampuan dalam
menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).
Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosiai dapat mencakup
kemampuan lembaga lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan
finansial), menjalinkan peran atau fungsi utamanya, mengelola aset,
menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan (misalnya
apakah lembaga-lembaga sosial yang ada terlibat dalam program perlindungan
sosial, jaring pengaman sosial, asuransi kesejahteraan sosial), dan menghadapi
goncangan dan tekanan sosial (misalnya bagaimana jaringan sosial yang ada
ketika menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam).*®

a7 g
Ibid.
“ Modul Diklat, Kemiskinan, SCBD-LAN dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007.
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Dasar Hukum Penanggulangan Kemiskinan
Secara nasional kebijakan penanggulangan kemiskinan baru tersusun secara

melembaga pada tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Beberapa Dasar hokum dan

kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1.
2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang=Undang Nomor 25 Tahin 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. '

Undang-Undang Nomor 11 Taﬁun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Infernational
Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka -
Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan’ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Notnor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.
Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijelaskan bahwa:

(.

(2).

“Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk
mijskin dalaiii raigka metiingkatkar derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”,
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Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan strategi percepatan penanggulangan
kemiskinan dilakukan dengan ;-
1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:

(1). Program percepatan penanggulaﬁg{m kemiskinan terdiri dari:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat tniskin;

b. Kelompok pbrogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat bemjuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masyarakat miskin' untuk terlibat dalam' pembangundn:
yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil,;

d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung

dapat meningkatkan kegjatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
(2) Pengelolu kslompok program percepatan punanggulangan kemiskitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan

program percepatan penanggulangan kemiskinan; .

b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki
mist untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Strategi yang dibuat oleh pemerintah di atas cukup bagus, tetapi dalam
implementasinya belumr terlihat hasil yang mnyata dan signifikan untuk
menyelesaikan masalah kemiskinan, sebagai contoh; berdasarkan kluster di atas,
belum ada data jumlah orang miskin, sangat miskin yang tidak lagi menjadi orang
miskin atau sudah mampu keluar dari kemiskinannya.
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Beberapa peraturan perundang-undangan di atas belum secara khusus
mengatur masalah kemiskinan dalam suatu Peraturan Per-Undang-Undangan, oleh
karena itu UU yang secara khusus mengatur keberpihakan secara riil untuk
menyelesaikan masalah kemiskinan baik dari aspek anggaran, pengelolaan,
perencanaan, evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan baik di pusat
maupun di daerah belum ada, yang ada baru Peraturan Presiden, sementara Perda
tentang penyelesaian masalah kemi‘skjnan di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum
ada. Pemerintah- Daerah baru m:ernbenttﬂc tim koordinasi penaggulangan
kemiskinan, berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan
pengangguran melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta
peningkatan kesejahteraanﬂmasy;arakat miskin. Untuk mencapai kondisi tersebut,
pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu :

 Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ckspor dan bisnis,

termasuk perbaikan iklim investasi;
» Pro-Lapangan Kerja (pro-job), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di
dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan

hubungan industri yang kondusif;
* Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas

inasyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses
tethadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan,

keldutari, dan ekotiorii perdésaan®.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang digariskan adalah strategi
“pertumbuhan disertai pemerataan” atau’ “growth with equity”. Percepatan’
pembangunan ekonomi, telah memberikan dampak yang positif, baik pada
percepatan penurunan tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perpres tersebut, telah ditetapkan kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang dikonsolidasikan menjadi 3 kelompok program

“ strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, diunduh, 10 Nopember 2010,
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penanggulangan kemiskinan, kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Sebagai suatu langkah kinerja dari proses percepatan  penanggulangan
kemiskinan, Tim Nasional Percepafan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan
kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang
bersifat multisektoral. Proses koordinasi yang dibangun telah mampu:
mengelompokkan program—program' penanggulangan  kemiskinan tersebut
berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut:

1. Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan
perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan
pemenuhuan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup

masyarakat miskin
2. Kelompok program penanggulangan. kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat . yang terdiri atas program-program  yang bertujuan  untuk _
mengembangkdn’ potehsi daii’ fiempérkuat kapasitas Kelompok masyarakat
miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip

pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha .

ekonomi mikro dan kecil terdiri :atas program-program yang bertujuan untuk
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi peleku usaha berskala mikro dan'
kecil,

Cara pandang tentang kemiskinan pada umumnya, dapat dipandang dari dua
sisi, yaitu kemiskina.n absolut dan kemiskinan relatif Kemiskinan absolut adalah
pendekatan yang mengidentifikasikan Jjumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan

nasional yang diterima oleh masing-masing golongan atau dengan kata lain

kemiskinan relatif adalah' amat erat kaitannya dengan' masalah distribusi

pendapatan®,
Pendekatan kemiskinan yang dipergunakan dalam SNPK (Strategi Nasional

Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagai
kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, tidak terpenuhi  hak-hak
dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak

Diadapfasi dari Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan {SNPK), Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Jakaria, 20085,
(Bab Il, halaman 9-13),
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yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi
Juge kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang

..atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan

secara bermartabat.

Hak-hak dasar terdiri dari hak*hak yang dipahami masyarakat miskin
sebagai hak mereka untuk dapat ni_enﬂcmati kehidupan yang bermartabat dan hak
yang diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hak-hak dasar yang diakui
secara umum antara iain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa
aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri
tetapi saling mempengarohi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak

dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Dalam Bab IHI RUU Kemiskinan diatur tentang Prinsip-prinsip

penanggulangan kemiskinan khususnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a. kesamaan hak dan tanpa membedakan dasar kelas sosial, golongan, ras, agama
dan jenis kelamin; ]

b. manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat miskin laki-laki dan
perempuan;

¢. partisipasi semua pihak, termasuk orang miskin baik laki-laki dan perempuan;

d. ftransparansi bagi semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi
bagi semua pihak termasuk masyarakat miskin;

e. akuntabilitas melalui proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas
kemajuan, hambatan, capaian, hasil, dan manfaat baik dari sudut pandang
pemerintah dan apa yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat
miskin, laki-laki dan perempuan kepada parlemen dan rakyat;

f. keterwakilan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap perencanaan,
pelaksdngari dan monitoring dari penanigpilaingan Kemiskinan dengan
memperhatikan kelas sosial, golongan, ras, agama dan jenis kelamin;

g keberlanjutan penanggulangan kemiskinan yang menjamin adanya kesesuaian
dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, termasuk kelestarian
lingkungan hidup;

h. kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pelaku dalam
penanggulangan kemiskinan; dan
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i. terpadu melalui sinergi dan keterkaitan yang terpadu antar pelaku dalam
penanggulangan kemiskinan,

Sementara dalam Pasal 5 tentang sasaran penanggulangan kemiskinan
dijelaskan bahwa;
(1). Kategori kemiskinan dibagi menjadi: i
a. kemiskinan kronis yang terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai
kemiskinan struktural dan dikategorikan sebagai fakir miskin;

b. kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan

-

kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan
kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, dan
kondisi darurat lainnya.

(2) Sasaran pelayanan mencakup keluarga fakir miskin, keluarga miskin, kelvarga
miskin sementara, keluarga rentan sosial-ekonomi dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang miskin.

(3) Indikator kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar
kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang harus
dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.

(4) Penetapan indikator ketniskinan yang dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (2)

_ __dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.. - -~ -~ - <o om0 — . -

Sementara itu bentuk penanganan masalah kemiskinan diatur dalam Pasal 9

RUU Kemiskinan

(1} Perluasan kesempatan dan akses yang dilakukan untuk menciptakan kondisi
dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat
miskin baik laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-
luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkaten taraf hidup secara
berkelanjutan.

(2) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk memperkuat kelembagaan
sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi
masyarakat miskin bajk laki-laki mawpun perempuan dalam pengambilan
keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar.
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(3) Peningkatan kapasitas yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan
dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki dan perempuan.

(4) Perlindungan sosial yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa
aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin,
orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan
masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana
alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

(5) Penataan kemitraan yang dilakukan untuk menataulang hubungan dan
kegjasama antar pemangku keper;tingan dan Jembaga-lembaga internasional
guna mendukung pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4).

c. Regulasi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di NTB
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilakul_cix"ﬁ secard éisfemaﬁs, terencana, dan beréiﬁergi
- dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
) Strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat mengacu pada Visi - Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013-2018. Visi Provinsi NTB 2013-2018, tidak terlepas dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daeréth (RPJPD) NTB 2005-2025, seperti yang
tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008 yaitu Terwujudnya
Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing,
RPIPD NTB 2005-2025 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam UU
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Visi Provinsi NTB 2013-2018 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah
NTB untuk mewujudkan “Millenium Development Goals (MDG’s)” yang
' merupakan komitmen global para pemimpin dunia. Seperti kita ketahui MDG’s
meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan pada 2015. Ke delapan
aspek tersebut meliputi:

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua,
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Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
Menurunkan angka kematian anak;

Meningkatkan kesehatan ibu;

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lamnya
Memastikan keberlanjutan [ingkungan hidup; serta
Membangun kemitfraan global dalam pembangunan

Adapun misi dalam RPIMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

PN AW

yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkaralter;

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal;

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan
hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan;

* Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan,
dan mengembangkan keunggulan daerah;

6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

berbasis tata ruang;
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan }ndup yang berkelanjutan®’.

Visi daii’ iiiisi pembatigiian daérali Provifisi Nusa' Teiiggard” Baraf taliuii

th

2005 — 2025 menjadi acuan bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dikarenakan kebijakan
penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong terwujudnya visi
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Mewujudkan Masyarakat Nusa
Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dijelaskan bahwa
penanggulangan kem1skman adalah Lebljakan dan program pemenntah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terrencana, dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan Kkesejahteraan rakyat. Adapun bentuk program
penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain

dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

' Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Tahun 2005-2025.



52

Salah satu perioritas pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan angka
kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat desa, sehingga dapat
menurunkan angka kemiskinan. Beberapa program dan kegiatan yang sudah dan
akan dilakukan diantaranya adalah' kegiatan penyediaan sarana dan prasarana
ekonomi, kegiatan simpan pinjam dan usaha produktif dilakukan dalam -bentuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan dilaksanakan penyediaan dana
bergulir untuk kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP) dan
usaha ekonomi produktif (UEP). Kineixja pengelolaan dana bergulir ini dinilai cukup
baik dari aspek pengembalian modal dan pertumbuhan dana bergulir. Kegiatan
dalam bidang pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah,
pemberian beasiswa untuk murid yang terancam putus sekolah dan bantuan honor
guru non PNS.

Di samping itu, ada kegiatan dalam bidang kesehatan, peningkatan
kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan yang
partisipatif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penyediaan
kesempafan kerja di desa dalam kegiatan pembangunan infrastruktur sosial dan
¢konomi, dan program-program tersebut telah secara nyata mampu menurunkan
angka kemiskinan di NTB™>.

Dari sekian banyak program yang cukup bagus tersebut, belum ada
program dan kegiatan yang terlihat secara nyata dan langsung dapat menyelesaikan
masalah kemiskinan secara menyeluruh, Program ini bagus untuk diteruskan untuk
jangka pendek dan jangka panjang penyelesaian masalah kemiskinan, kedepan
sebaiknya pemerintah perlu fokus dan tahapan yang jelas berdasarkan segmen dank
luster masyarakat miskin.

Kebijakan pemerintah provinsi NTB saat ini antara lain melalui kebijakan
pembangunan yang pro pertumbuhan, salah satu fokus perhatian pemerintah dalam
upaya menekan jumlabh penduduk miskin, yakni dengan menekan jumlah
pengangguran terbuka salah satunya dengan program pemberdayaan masyarakat

°2 Lombok Post, Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Zainul Majdi dan Badrul Munir, Kinera
BPMPD Provinsi NTB, Memberdayakan Masyarakal Desa dan Menurunkan Jumlah Penduduk
Miskin, Jum’at 08 Oktober 2010 hal. 8.



dari desa, sehingga desa diharapkan‘mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi

negara’".

Guna menunjang program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah telah

mengeluarkan beberapa peraturan, -tetapi Perda yang secara khusus mengatur

. tentang penanggulangan kemiskinan belum ada di Provinsi NTB, Kabupaten

Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, yang ada saat ini

baru Peraturan yang hanya “menyinggung” dan mencerminkan masalah kemiskinan

dan hanya bersifat sporadis, belum fen'ntegral dan komprehensif dalam satu atap.

Beberapa Peraturan yang dimaksud antara lain:

1.

Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2005 tentang Satuan Koordinast
Pelaksanaan Penanggulangan bencana dan penanggulangan Pengungsi

(Satkorlak) Provinsi NTB.

Peraturan Gubernur Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Strategi Daerah dalam
Peicepatan Pembangunan Daerah’ Tettinggal (STRADA=PDT) Provinsi: NTB:
Tahun 2007-2009.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemotongan
Gaji untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri di Lingkungan Pemerintah Provinsi
NTB.

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di
Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Strategi Daerah Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) Provinsi NTB Tahun 2010-
2014.

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB.

Peraturan Gubemur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana Perkuatan
Modal kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Provinsi NTB.

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2010.
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi

5 Ahmad Helmi Faisal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Suara NTB, Kamis 21

Oktober 2010, hal 1 dan 5.
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10.

11.
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Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 31 tahun 2001 tentang Renstra

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2001-2005.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 9 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Kebijakan dan Strategi RPIMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006:2008,
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 tahun 2007 tentang Alokasi Dana
Desa.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 5 tahun 2008 tentang Perlindungan
TKIL

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 tahun 2008 tfentang RPJPD
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 5 tahun 2009 tentang RPIMD
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 fentang RPJMD Kota Mataram
Tahun 2006-2010. ’

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Mataram.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 tahun 2005 tentang RPJM Kota
Mataram Tahun 2006-2010. '

Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Pemberdayaan Lingkungan.

Peraturan Walikota Mataram Nomeor 13 tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tepat Waktu dan Pemberian Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Sipil Bagi WNI.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 tahun 2009 tentang Biaya Pelayanan
Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas

dan Jaringannya di Kota Mataram
Untuk melengkapi pembahasan masalah di atas, dalam laporan ini sebagai

pembanding, perlu diuraikan hakekat penanganan kemiskinan sebagaimana yang

dilakukan Khalifah (baca: Presiden) Umar bin Kbattab kepada Rakyatnya
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sebagaimana dikutip Oleh Imam Sugema dalam tulisannya yang berjudul
Memahami Kemiskinan dan Model Penanganannya menurut Islam, hal ini
sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar berikut ini:>*

“Seorang janda membujuk dua anaknya yang sedang menangis kelaparan
supaya tidur. "Anakku, tidurlah, ibu sedang memasak makanan. Nanti kalau

" sudah siap, ibu bangunkan”. Ibu tersebut berulang kali mengucapkan kata-
kata tersebut sambil mengusap-ngusap perut anaknya yang keroncongan.
Khalifah Umar yang sedang berkeliling melakukan inspeksi kebetulan lewat
rumah tersebut dan mendengarkan jeritan kedua anak tersebut. Beliau
mengetuk pintu dan menyamar sebagai rakyat biasa. Ibu tersebut
membukakan pintu setelah anaknya tidur. Sang khalifah bertanya mengapa
kedua anak tersebut disuruh tidur, padahal mereka minta makan. Sang
perempuan menjawab, "Aku sama sekali tak bisa memberi mereka makan,
dan yang sedang kumasak adalah scbongkah batu agar anak-anakku mengira
akan punya makanan setelah bangun nanti. Ini semua salah Khalifah Umar
yang tidak pernah peduli dengan nasib orang miskin seperti kami. Batin sang
khalifah begitu tertekan mendengar ucapan wanita tersecbut, dan
membayangkan bagaimana pertanggun'awaban dia di hadapan Allah kelak.
Tanpa betkdta-kata, kemudian ia mengambil sekarung gandum dan ddging
dari rumahnya. Kemudian ja memasak makanan di rumah wanita tersebut.
"Sekarang, bangunkanlah anak-anakmu dan makanlah bersama mereka,"
pinta sang khalifah. Kemudian perempuan tersebut berucap, "Ya Allah,
seandainya kami punya khalifah sebaik orang ini tentu tak akan ada orang -
yang kelaparan seperti kami." Sang khalifah hanya-tersenyum, dan kemudian
pergi berpamitan. Si perempuan tidak pernah tahu bahwa pria baik hati
tersebut adalah sang khalifah yang ia idamkan”.

Berdasarkan pengalaman tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita
petik yakni sebagai berikut:

Pertama, kaum fakir miskin merupakan tanggung jawab pemimpin bangsa.
Kelak para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya oleh
rakyatnya sendiri tetapi juga dihadapan Tuhan. Keyakinan seperti ini akan
menumbuhkan pemimpin yang memiliki empati yang besar terhadap nasib kaum
tertindas. Saat ini di negara kita, jumlah orang miskin meningkat. Peningkatan
seperti ini fentu seharusnya membangkitkan kesadaran di antara para pemimpin
bangsa kita bahwa lebih seperenam dari penduduk Indonesia masih memerlukan
uluran tangan dari negara. Kemiskinan, seperti kata Amartya Sen pemenang hadiah
Nobel bidang ekonomi, adalah salah satu bentuk ketertindasan dan
ketidakberdayaan. Karena miskin, mereka kelaparan dan kurang gizi. Karena itu

* Imam, Sugema, Memahami Kemiskinan, Senin, 11 September 20086, www.republika.co id.
Diakses tanggal 2 November 2010.



56

mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Mereka
juga merupakan golongan yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang
secara finansial mereka tak mampu untuk membeli obatnya. Anak-anak mereka
tidak disekolahkan secara memadai sechingga sulit untuk mendapatkan mata
pencarian yang layak. Singkatnya, kemiskinan adalah sebuah jebakan penderitaan
yang orang miskin sendiri sulit untuk mengatasinya. Karena itu, adalah tanggung
Jjawab negara untuk mengangkat mereka dari kemiskinan.

Kedua, seorang pemimpin sangat penting mengetahui keadaan
sesungguhnya yang dihadapi oleh raléyat. Khalifah Umar secara rutin melakukan
penyamaran untuk melihat-lihat kondisi rakyatnya. Ia tahu betul bahwa sebagian
orang terdekatnya selalu melaporkan hal-hal yang baik saja. Tentu, untuk negara
seperti Indonesia yang berpenduduk 254 juta orang dan memiliki wilayah yang
amat luas, adalah hampir tidak mungkin bagi seorang Presiden untuk mengetahui
kondisi ekonomi setiap keluarga satu per satu. Esensinya’ adalah bahiva presiden’
harus memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah orang miskin dan mengapa
mereka menjadi miskin. Adalah sangat disayangkan ketika segelintir menteri dan
orang dekatnya justru berupaya menutupi data kemiskinan. Mereka berusaha
meyakinkan presiden bahwa tingkat kemiskinan telah turun. Padahal, kenyataannya
jumlah orang miskin meningkat. Tindakan mereka merupakan ketidakberadaban
yang jauh lebih kejam daripada korupsi. Data yang salah bisa mengakibatkan

*kebijakan yang salah, sehingga kemudian orang miskin mati tidak tertolong.

Ketiga, mepangani orang miskin harus merupakan inisiatif dari pemimpin
negara. Khalifah Umar dengan segera mengambil dan memasak makanan untuk si
miskin. Untuk kasus Indonesia, yang jumlah penduduk miskin masih banyak adalah
tidak mungkin bagi presiden untuk turun tangan sendiri. Esensinya adalah
bagaimana pemimpin negara mempunyai komitmen yang kuat dari dirinya sendiri
untuk menghapuskan kemiskinan. Selanjutnya, harus ada jaminan bahwa komitmen
tersebut akan betul*betul terwujud di Tapangan. Tentu komitmen tersebut harus
diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat,
dilaksanakan oleh orang-orang yang amanah dan didanai dengan anggaran yang
memadai. Dalam kondisi seperti sckarang ini, adalah sangat sulit untuk

mengharapkan para pembantu presiden bisa bekerja keras menolong orang miskin.
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Mengelabui presiden dengan data’yang salah adalah sebuah cerminan bahwa

mereka tidak mau dan tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan.
Membiarkan rakyat mati dalam kemiskinan adalah sebuah kegagalan kebijakan
pemerintah. Dalam tingkatan tertentu, sebush kegagalan dan kesalahan bisa
dimaafkan. Tetapi mebohongi presiden dan rakyatnya adalah sebuah tindakan yang

tidak ‘termaaﬂ{zmj5 ;

Bebetapa model kebijakan yang efekif yang ditawarkiifi Sebagai solusi dalirm

menyelesaikan masalah kemiskjnaﬁ: di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah

sebagai berikut:

1.

Dalam penyelesaikan masalah kemiskinan secara komprehensif Pemerintah
Daerah dan semua pihak terkait harus bersinergi dengan didasarkan pada data
yang valid tentang penduduk miskin nama dan alamatnya melalui pemetaan
yang jelas dan konkrit, kemudian harus dilakukan pemetaan dan pemahaman
yang benar terhadap akat masalah dan penyebab kemiskinan masyarakat miskin
sesuai dengan cluster, karakter dan segmen masing-masing.

Pemerintah Daerah harus menyusun strategi kebijakan penanganan masalah
kemiskinan secara komprehensif sesuai dengan cluster masalah kemiskinan
yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam bentuk program yang langsung,
riil dan konkrit kepada individu masyarakat miskin.

Paradlgma penanggulangan kemiskinan oleh pemermtah tidak lagi
berparadigma “projek” tetapx hurus dirubah’ dalam’ bentuk' paradigma
pemberdayaan (empowering), agar dapat muncul wirausaha baru dikalangan
masyarakat miskin, karena sesungguhnya masyarakat miskin merupakan
masyarakat yang tidak berdaya untuk bisa keluar dari kungkungan
kemiskinannya. Hal ini harus didukung oleh paradigma memanusiakan
manusia masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinannya,

Untuk menunjang paradigtna memanusiakan manusia dan memberikan hak
yahg layak kepada masyarakat miskin haris ditangani secara khusus oleh orang
dan lembaga yang memiliki kapasitas khusus dan nurani kemanusiaan yang
tinggi tidak cukup dilakukan oleh dinas atau lembaga pemerintah yang bersifat

rutinitas,

%5 Ibid.
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5. Perlu perubahan paradigma kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan,
dengan memberikan pemahaman dan penyadaran bahwa bantuan pemerintah
hanya bersifat stimuius, bukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan
secara menyeluruh, karena hakekat penyelesaian masalah ada pada masi;arakat

= miskin itu sendiri. - . -

6. Guna memayungi dan mengefektifkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program’ péenanggulangan kemfskinan; maka’ perlu dibuat regulast
dalam bentuk Perda yang khusus menangani masalah kemiskinan, agar
kemiskinan dapat diselesaikan sec-:ara menyeluruh dan komprehensif.

Dari hasil kajian ini muncul harapan agar dapat mengubah keadaan
masyarakat miskin dan memutuskan rantai kemiskinan, yaitu antara lain dengan
pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin atau pendidikan murah bagi
masyarakat, kemudian memberikan pelatihan sésuai dengan kebutuban dan sumber
dziy& yang ada pada mas'yarakét -miSkiﬁ; Di sémping itu juga dengan memberikan
bantuan modal untuk usaha, bantuan pendampingan bagi setiap program dan
bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Khusus bagi masyarakat yang sudah lansia
dan tidak produktif pemerintah harus memberikan jaminan sosial yang permanen,
sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945, dan tidak dibiarkan menjadi penyakit
masyarakat tetapi harus menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini pemerintah

termasuk pemerintah daerah. _ . A

Model intervensi di atas, sangat tepat unituk menyelesaikan kemiskinan
secara menyeluruh di Provinsi NTB, hal ini sejalanan dengan teori-teori dan
peraturan presiden yang dikemukakan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah
kemiskinan dalam 3 kluster. Tinggal sekarang bagaimana kemauan yang sungguh-
sungguh dari pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, dengan didasari oleh data
dan fakfa serta pemetaan yang riil tentang masalah kemiskinan. Sehingga dalam
penyelesaian masalah kemiskinan didasarkan pada rencana, pelaksanaan dan
evaluasi yang matang tidak bersifat sporadis daﬁ' sesaat sebagaimana yang terjadi
selama int.

Sebagai upaya penyelesaian masalah kemiskinan secara menyeluruh

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 dalam
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Peraturan Presiden tersebut dijelaskan tentang penanggulangan kemiskinan dibagi

dalam 3 kluster yakni:

a. Kluster 1: ditujukan terutama untuk mengurangi beban pengeluaran bagi
masyarakat miskin, seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin), bantuan
langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan Jamkesmas.

b. Kluster 2: ditujukan kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan dan pendapatan masyarakkat miskin dengan mengoptimalkan
potensi yang mereka miliki melalyi instrumen PNMP mandiri, yaitu PNPM-
Mandifi Pedesasn, P2SPP, Pérkotadn, PISEW, Daérali Tertinggal dafi
Khusus, PUAP, Kelautan dan Perikanan, dan Generasi.

c¢. Kluster 3: ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki mata
pencaharianatan usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasar
mereka, penyediaan modal ataupun peningkatan kapasitas melalui KUR
(Kredit Usaha Rakyat) yang dikoordinir oleh LKM (Lembaga Keuangan
Mikro) seperti Bumdes, Koperasi, Lumbung Desa, dan lain-lain).*®

Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat miskin yang .
berhasil dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat, seperti Dompst Dhuafa, PKPU,
DSUQ, YDSF Al-Falah, LMI dan di NTB yang cukup berhasil adalah DASI NTB.
Program pemberdayaan ini perlu dicontoh oleh Pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah untuk memberdayakan dan menyelesaikan masalah
kemiskinan.

Untuk mempercepat pelaksanaan penaggulangan kemiskinan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Gubermnur Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan
Keputusan Gubernur Nomor 358 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan
Gubernur ini didasari dengan pertimbangan bahwa penanggulangan kemiskinan
melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil perlu dilakikan secara sistematis, terrencana dan
bersinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. TKPK ini bertugas
untuk:

a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulagan kemiskinan

dalam hal:
1. pengkoordinasian penyusunan strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Pembangunan

% Sudaryanto, Kepala BPMPD Provinsi NTB, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Makalah Disampaikan Pada Semiloka SKPD PNPM_.MP Tingkat

Kabupaten Lombok Timur, Selong, 12 Mei, 2010.
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang penaggulangan
kemiskinan.

2. pengkoordinasian forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang
penaggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD.

3. Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang

penaggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan RKFPD.

4. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD dalam hal

penyususnan RCI’I_]B. SKPD; dan
5. pergkoordinasiin evaluasi pelaksaraan perumiusal dokofieh FTcHTRH

pembangunan daerah bidang penaggulangan kemiskinan.
b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

dalam hal:
1. pcugkoordmaman pemantauan, suvervisi dan tindak lanjut terhadap

pencapalan tujuar program’ dait kegiatan penanggulangan keniiskinan
agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. pengkoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok  program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi
pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapt,

3. peényusunan hasil pemantauan pelaksdnaan program dan atau keglatan
program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

4, pengkoordinasian  penanganan pengaduan  masyarakat  bidang
penanggulangan kemiskinan;

5. penylapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan

kemiskinan kepada Gubernur NTB.

TKPK ini diketuai oleh Wakil Gubernur, Sekretarisnya Kepala Bappeda dan
anggotanya dalam berbagai kelompok kerja yang berisi SKPD dan stakeholder
terkait. Tim ini akan sulit berjalan secara optimal untuk menyelesaikan masalah
kemiskinan, mengingat personil atau pejabat yang terlibat adalah pejabat Eselon I
dan Eselon III di Provinsi Nusa Tenggara yang memiliki kesibukan yang luar biasa.
Mestinya Tim ini harus dibuat secara khusus yang tugas dan fungsinya juga khusus
dengan diisi oleh orang‘orang yang kompeten dan ahli untuk mengatasi masalah
kemiskinan.

Tim ini bisa dibuat secara permanen atau bersifat ad foc setingkat dengan
Badan atau dinas yang khusus menangani masalah kemiskinan, walaupun
kemiskinan melibatkan banyak pihak, tetapi perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi serta keberpibakan anggaran yang jelas agar dapat diukur capaian
keberhasilannya baik dari aspek kwalitas maupun kwantitasnya. Tim ini lebih
banyak bersifat koordinasi yang hasilnya belum dapat diukur, karena akan banyak
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berbicara persoalan yang bersifat normatif dan laporan kegiatan SKPD atau dinas
yang bersifat rutin.

Keterpaduan dalam menangani masalah kemiskinan penting untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan penanggulangan
kemiskinan, demikian juga dalam menyusun indikator kemiskinan tidak berbeda
antara satu instansi dengan instansi lain, indikator atau ukuran kemiskinan bisa
dibuat secara terpadu dan utuh dengan tihapan pencapaian yang jelas, hal ini akan
diperparah oleh budaya birokrasi yané memandang suatu kegiatan sebagai ‘projek”
dan penyaluran bantuan.

Keterpaduan Tim Penanggulangan kemiskinan akan mempermudah dalam
pelaksanaan dan evaluasinya, di samping itu akan dapat menghemat anggaran dan
tidak akan terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Program dan kegiatan
harus berbasi pada data dan kelompok sasaran berdasarkan kluster serta pemetaan
yang jelas berdasarkan masalah, tidak bérsifat sesaat dan sporadis;

Hal ini perlu dilakukan karena kemiskinan sudah menjadi musuh bersama,
sehingga semua pihak berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan,
kebijakan penyelesaian masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama
yang harus diselesaiakan oleh pemerintah daerah.

Untuk memperkuat keberadaan TKPK di Provinsi NTB sebagai awal dari
penyelesaian secara tuntas masalah kemiskinan, maka perlu dipikirkan secara
serius -d:in cermat keberadann Perituran Daerah yang secara khusus mengatur
masalah kemiskinan agar kemiskinan dapat diselesaikan secara komprehensif dan
tidak bersifat sporadis.

Penelitian tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam
penanggulangan kemiskinan model penyelesaiannya di daerah lingkar pariwisata
dan wilayah pesisir masih sedang berjalan. Penclitian ini sudah dilakukan yang
diawali oleh pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
buku literatur, dan tulisan yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan
kemiskinan; data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara

Barat, yang terkait dengan masalah kemiskinan,
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Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15
tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini
merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat
Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan
kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan, Struktur
kelembagaan dan mekanisme kega TKPK kemidian diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010.
Ada 4 (empat) kelompok kerja yang harus ada dalam kelembagaan TKPKD,

antara lain;

1. Kelompok Program Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yaiu:

a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Program, Pelaksanaan
pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial
terpadu berbasis keluarga dalam rangka upaya penanggulangan
kemiskinan;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

¢. Merumuskan kebijakan Perencanaan Program bantuan soosial
terpadu berbasis keluarga dalam rangka upaya penanggulangan
kemiskinan;

d. Merumuskan strategi pelaksanaan bantuan sosial terpadu berbasis
kelurga dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan;

e. Merumuskan hasil Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial

' terpadu berbasis keluarga dalam rangka Upaya Penanggulangan
Kethiskinar.

2. Kelompok Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat, Yaitu:

a. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan pelaksanaan
pengendalian evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program
penaggulangan kemiskinan-di bidang pemberdayaan masyarakat;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Koordinasi
Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

¢. Merumuskan kebijakan perencanaan program penanggulangan
kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;

d. Merumuskan strategi pelaksanaan dan pengendalian program
penanggulangan kemiskinan dibidang pemeberdayaan masyarakat;

e. Merumuskan hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan masyarakat.

3. Kelompok  Program = Penanggulangan  Kemiskinan  berbasis

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, yaitu:
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a. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan
evaluast kebijakan program penanggulangan kemiskinan dibidang
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Koordinasi
Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. Merumuskan Kebijakan perencanaan dan program penanggulangan
kemiskinan dibidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

d. Merumuskan strategi pelaksanaan dan pengendalian program
penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan usaha mikro
dai kecil;

e. Merumuskan hasil - evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program
penaggulangan kemiskinan dbidang pemberdayaan usaha mikro dan
kecil,

4. Kelompok - Program -Lainnya, yaitu melakukan koordinasi
penaggulangan kemiskinan dibidang lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan sfrategi dan kebijakan penanggulangan

kemiskinan di Provinsi NTB ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peran serta
aktif berbagai pihak baik pemerintah pusa,f maupun pemeérintah daerah melalui
Kelembagaan TKPK Provinsi, lembaga perwakilan (DPR/DPRD), pelaku usaha,

organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan Jembaga

internasional.

Kémifraan®  dalim penanggulangen kemiskinan di Provinsi NTB

dilaksanakan dengan cara:

1.

Kerjasama antar seluruh jajaran pemerintah dalam terlaksananya strategi dan

kebijakan.

Kerjasama tiga pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat madani termasuk
LSM, pergurun tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi
profesi dan sebagainya dalam diseminasi dan kampanye, monitoring, dan
evaluasi strategt dan kebijakan:

Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membentuk dana perwalian
untuk pelaksanaan strategi dan kebijakan.

Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memperkuat kapasitas
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi dan
kebijakan.

Kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional dalam rangka

penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
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Di samping itu, koordinasi yang dilakukan untuk penanggulangan
kemiskinan di daerah Provinsi NTB antara lain:
1. Melakukan pembahasan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada

APBD Pemerintah Provinsi NTB;
Mengadakan Rapat Koordinasi dengan SKPD-Provinsi dan kabupaten/kota se-

b

Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi’ Nusa:
Tenggara Barat dilaksanakan selama 2 (dua) kali dalam setahun. Agenda dari Rapat
Koordinasi ini adalah penyampaiaﬁ laporan dari masing-masing kabupaten/kota
tentang pencapaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Agenda kedua yaitu
penyamapaian program/kegiatan dari SKPD Provinsi terkait kemiskinan dan
realisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing
SKPD. Tindak lanjut dari Rakor Kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat:

a. Membuat kesepakatan dengan kabupaten/kota tentang penurunan angka
kemiskinan yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua TKPK;

b. Membuat kegiatan terobosan untuk mempercepat penurunan angka kemisinan;

c. Memberikan tambahan anggaran untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan
kepada SKPD teknis yang bersentuhan langsung dengan kegiatan tersebut pada
setiap pembahasan APBD. _

b. Kebijakan Penanggulangan Kemiskifian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penangulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan
wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah
koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan
pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai
kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuat rencana. Untuk itu TNP2K

menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan
meliputi :
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1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (fargeting) dengan menggunakan
metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program

bantuan sosial;
2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi

pemberian bantuan;
3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program apar efisien
 dan efektif, "
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dar program
penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan
memerlukan langkah-langkah penanganan dan peﬁdekatan yang sistemik, terpadu
dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga
negara, diperlukan langkahlangkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan- kemiskinan yang Ki)mpréhensi-f memerluKan keterlibatérl-‘
berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, peinen'ntah daerah, dunia usaha
(sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki
tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah
melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial
ekoriomi masyarakat serts-melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal-
dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan
berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan
dari para pemangku kepentingan lainfiya. Untuk menunjang penanggulangan
kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan
kemiskinan dirumuskan empat Prinsip utama penanggulangan kemiskinan tersebut
diantaranya:

1.  Memperbaiki program perlindungan sosial;

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
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Mengacu kepada keempat- prinsip utama di atas, penanggulangan
kemiskinan atau percepatannya diupayakan dengan strategi (i) mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin; (i) meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro
dan kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.

Mengacu pada Kebijakan pokoli' dan Strategi di' atas, maka progrén-
penanggulangan kemiskinan dapat dif?agi menjedi empat kelompok antara lain:

A Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan
perlindungan sosial.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan
perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan
beban hidup, serta perbail;an kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus. pemenuhan
hak dasar ditujukaﬁ untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin
untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan
kesehatan, dan pendidikanKarakteristik program pada kelompok program
penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah
bersifat pemenuban hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang
meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain
dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat
langsung. dan manfaatxiyd daﬁat— dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.
Program-program yang termasuk kluster I adalah:

o Bantuan Pendidikan meliputi: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa
miskin (BSM).

o Bantuan Kesehatan meliputi: Program Jaminan kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) dan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)).

o Bantuan Sosial meliputi: RASKIN, PKH, Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak

* Layak Huni (RTLH)

B. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan

bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan
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tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan
tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas
hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat
miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya
yang dimilikinya Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap Janjut dalam proses
pénanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari
kemampuan dan potensi yang di:milikinya untuk keluar dari kemiskinan.
Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dan program ini dimaksudkan tidak
hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan
sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk
berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di
daerah.

C. K"elompc;k Program berbasis p‘émbcrdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro
dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam
penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin
untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Instrumen ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi
bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Progfam*-program penanggulangan
kemiskinan yang termasuk dalam klaster ini adalah: Program Kredit Usaha Rakyat
(KUR), Program Kredit Usaha Bersama (KUBe), Program penataan PKL dan
Asongan, dan Program Wirausaha Baru.

D. KelompokProgram Pendukung Lainnya

Selain tiga klaster yang dijelaskan diatas, terdapat Jjuga Program lainnya
yang menunjang penanggulangan kemiskinan namun tidak termasuk dalam tiga
klasifikasi tersebut, yang meliputi program-program seperti: Program Penyediaan
sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin, Program
penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, Program Pemeliharaan jaringan irigasi dan Program Kelistrikan (PLTS).
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2. LUARAN YANG DICAPAI
Luaran yang dicapai pada tahun pertama penelitian (2016), diperoleh
beberapa luaran sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian khususnya untuk identifikasi a.kar masalah permasalahan
kemiskinan di wilayah pesisir' dan lingkar pariwisata--di Kota Mataram,
Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah. .

2. Draf Artikel iliniah untuk publikasi jumal:

3. Draf Bahan Ajar. )

4. Draf Naskah Akademik Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di
wilayah pesisir dan lingkar pariwisata Propinsi NTB.

[
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahapan selanjutnya penelitian inj akan difokuskan pada penyelesaian hal-hal

sebagai berikut:
A. Tahun 2017: i

1.

Penelitian akan difokuskan pada Kabupaten Lombok Timur, Kabupatenr
Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan fokus masih dilanjutkan
pada identifikasi dait pemetdan’ masalah kemiskinan di daerahr pesisit dan
lingkar pariwisata.

Menyusun artikel ilmiah publikasi dalam jurnal terakreditasi.

3. Menyusun Bahan Buku Ajar tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinar.

Menyempurnakan draft model pengaturan legal framework bahan Rancangan
Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar

pariwisata.

B: Takin 2018,

1.

Penelitian akan difokuskan pada Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu
serta dilakukan penyusunan model legal framework Draf Kebijakan yang
mengatur tentang penyelesaian masalah kemiskinan di Provinsi NTB.
Menyusun artikel ilmiah publikasi dalam jurnal terakreditasi.

5. Menyusun Bahan Buku Ajar tentang Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan. _
Menyempumakan. draft model pengaturan Jegal ﬁamewo'r'k bahan
Rancangan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan di wilayah pesisir
dan lingkar pariwisata.

Setelah penelitian ini selesai, kemudian hasilnya diarahkan untuk menyusun
Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian
masalah kemiskinan dalam bentuk Naskah Akademis dan Draf Rancangan
Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi NTB tentang Penyelesaian Masalah
Kemiskinan, sehingga menjadi dasar dan model bagi pemerintah daerah
dalam menyelesaikan masalah kemiskinan secara komprehensif di wilayah

pesisir dan lingkar pariwisata.
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkdn- uraian pada babsbab. sebel_unir;ya, maka dapat disimpulkan -
hal-hal sebagai berikut, yaitu; ~ - -

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di
wilayah pesisisr dan lingkar pariwisata NTB masih kurang efektif, disebabkan
oleh beberapa faktor, yakni faktor internal adalah adanya budaya masyarakat
yang suka menerima bantuan dan tingkat pendidikan masyarakat miskin yang
sangat ‘rendah sedangké,n faktor -eksternal belum adanya payung hukum dan
kebijakan - pemeﬁntah:‘ yang') kdmpreheﬂ'sif? untuk iﬁenYeleéfiikan masaldh
kemiskinan.

2. Faktor yang menjadi akar pemasalahan kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar
pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah, karena masih tingginya angka
buta aksara yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta
ketrampilan masyarakat, adanya kebijakan pemerintah yang masih menggunakan
paradigma “proyek” dan bantuan dalam memaharni masalah kemiskinan, belum
adanya payung.hukuny dair len:lbéiigzi‘ yang memadai dan secara’ khusus korisen
dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, adanya faktor budaya masyarakat
yang senang dengan menerima bantuan daripada bekerja keras.

3. Model kebijakan legal framework Pemerintah Daerah yang efektif dalam

menangani masalah kemiskinan di wilayah pesisir dan lingkar pariwisata
Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah dengan membuat Peraturan Daerah yang
khusus mengatur tentang penyelesaian masalah kemiskinan dengan keberpihakan
anggaran' yang jelas serta dilaksanakan oleh satu badan yang secara khusus dan
konsen untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam bentuk program
pemberdayaan masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan

sejahtera.



-

In

]

72

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, Armida S. 2011, http://www.antaranews.com/berita/270012/china-
Jjadikan-indonesia-acuan-atasi-kemiskinan, 7/8/2011
Budi, Rajab, 2004, dkar Kemiskinan dan Penanggulangannya, Harian Pikiran
Rakyat, Sabtu, 30 Oktober, Bandung.
BPS Provinsi NTBahun 2010, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. )
Cheyne, Christine, Mike OBrien dan Michael Belgrave, 1998, Social Policy in
Aoteaoa, New Zealand; A Critical Introduction, Oxford University Press,
Auckland. _
Dimyati, Khuzaifah, Hukum dan Kebijakan Kemiskinan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9
Nomor 1 Maret 2006. ~
Direktorat Pemukiman dan Perumahan, Bappenas, Kajian Pembangunan Ekonomi
_ Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan, Bappenas, Jakarta, Tanpa Tahun.
Komite Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Nasional ~Penanggulangan
Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Jakarta. 2005.
Kuncoro, M, 2006, Economica Pembangunan, Edisi ke 4 UPP-STIM, YKPPU,
Yogyakarta.
Moleong, Lexy J., 1997, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, 1997, Analisa Data K ualitatif, Buku
Tentang Sumber Metode-Metode Baru, Ul Press, Jakarta.
Nasution, S., 1998, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif; Tarsito, Bandung.
Muhaimin, Gatot dan Sofwan, Analisis Kritis Kebijakan Pemerintah Dalam
Penanggulangan Kemiskinan, Studi Penerapannya di Era Otonomi Daerah
di NTB, Laporan Penclitian, Lomlit Unram, Mataram, 2011
Munir, Badrul, 2011, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Hasil
Data Harus Valid dan Tetap di Validasi,
http://www.nibprov. go.id/baca.php?berita=706, diakses 7 Agustus 2011.
Pujirahayu, Esmi Warasih, 1999, Makalah Metodologi Penelitian Bidang
Hinaniora; dalem Pelatihan: Métodologi: Penelitian: Ilmu- Sosial (dengan
Orientasi Penelitian Bidang Hukum),Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
Qodariatun, Sri Nurhayati, Evaluasi Kebijakan Pemenuhon Hak Masyarakat
Miskin, Jurnal Kajian, Vol.14 Nomor 1 Maret 2009.
Siaran Berita BPS, Nomor 38/07/Th.X, 2 Juli 2007, BPS NTB, Mataram, 2007.
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian
Strategis Pembangunan  Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,
Refika Aditama: Bandung. :
Wibowo, Gatot Dwi Hendro, Identifikasi Alternatif Usaha FEkonomi dan
Pembentukan Kelembagaan Lokal dalam rangka Penghapusan Kemiskinan
di Pedesaan Pantai di Nusa Tenggara Barat, Kerjasama P3P Unram dan
ADB (Hasil Penelitian), 2000. .
World Bank, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, (Ikhtisar),
Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta, 2006,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).



[T 2

e

(a

73

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan nternational
Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program
Percepatan Petarigpulanpin Kemiskinas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penangpulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang
"' Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan.Gubemur Nemor 1 tahun 2005 tentang Satnan Koordinasi Pelaksanaan
Penanggulangan bencana dan penanggulangan Pengungsi (Satkorlak)
Provinsi NTB.

Peraturan Gubernur Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Strategi Daerah dalam
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) Provinsi
NTB Tahun 2007-2009,

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemotongan Gaji
untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri di Lingkungan Pemerintah Provinsi
NTB.

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2009,

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Strategi Daerah Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PDT) Provinsi NTB Tahun
2010-2014.

Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Kenangan Pemerintah Provinsi NTB:

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana Perkuatan
Modal kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Provinsi NTB.

-Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2010.

Pétatiitan Daérah Kota Matardili Nommor 5 Talitih 2012 téntang Penanggulanpan
Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanggulangan

Kemiskinan Kota Mataram.
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 31 tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2001-2005.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 9 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006-

2008.



LY J

L

W /4

e

vCI'.:-

1

74

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 5 tahun 2008 tentang Perlindungan TKI.
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten

~ Lombok Barat Tahun 2005-2025,

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 5 tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2010-2014. :

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang. RPJMD Kota Mataram Tahun
2006-2010.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun-2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Matarain. :

Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 tahun 2005 tentang RPJM Kota Mataram
Tahun 2006-2010. L ' ;

Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan Dana Bantuan Pemberdayaan Lingkungan.

Peraturan- Walikota: Mataram: Nornor 13 tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tepat Waktu dan Pemberian Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Sipil Bagi WNL

Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 fahun 2009 tentang Biaya Pelayanan
Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di
Puskesmas dan Jaringannya di Kota Mataram,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor Tahun Tentang
Penanggulangan Kemiskinan.



